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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7.Peraturan...
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way

Kanan.
2. Akuntansi adalah proses identifïkasi, pencatatan,

pengukuran, pengklasifïkasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

4. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan fïnansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintah daerah.

7. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

8. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

9.Pengungkapan...
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9. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transaksi surplus/defisit-LRA,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing- masing diperbandingkan dengan anggaran
dalam satu periode yang sama.

11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keungan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dalam periode sebelumnya kecuali untuk
tahun pertama pemberlakuan SAP berbasis akrual.

14. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu)
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK
dalam rangka pengungkapan memadai

17. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah

20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjunya disebut
BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

21.Pejabat...
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21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnvaisingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yangmelaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan suatu__ ? ^am sesuai ^engan bidangnya tugasnya.22‘ Penatausa^aan Keuangan Satuan Keija Perangkataerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalahS^J^8 melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
23' adalah Pejabat yang ditunjuk untukmenenma, menyimpan, menyetorkan, menatausahakanm^pertanggung^^ uang PendaPatan Daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk

m?mbayarkan> menatausahakan,
Uang untuk keperluanBelanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaanggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggaïkanakuntansi dan menyusun laporan keuiigar untukdigabungkan pada entitas pelaporan26. Enütas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiridan satu atau lebih entitas akuntansi atau enütas pdaporanyang menurut ketentuan peraturan perundang-undanganZran ke”^" ^^“waban ^pa
27. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening KasAnXran ïeWh d^ PenCr™aan ya"g menambahanggaran Lebih dalam periode tahun anggaran vane

menjadi hak Pemerintah^aeral/dan
28 Pend Y kembal‘ 01eh Pemerintah Daerah.28. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakuisebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
29 Ma8 dan ‘idak perlu dibayar kembali.

88
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KasDaerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam5'™^ ‘ahun anffiaran yang bersangkutan yang üdak akan
30 BePban pe“bayarannya kembali oleh Pemerintah DaerahÜam manfaat ek°nomi atas P°tensi jasadfna? h

d pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
atóU k“ a“‘

31‘ ^.mbiayaan Dferah adalah semua penerimaan yang perlukern^AadT* pengeluaran Yang akan diterimamT, ’ tahun anggaran yang bersangkutan
o9

aupunpada tahun-tahun anggaran berikutnya.
dim 1X1 daya ekonomi yang dikuasai dan/ataudimihki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dariLJ/T3 JalU dan dari mana manfaat ekonomidan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperolehbaik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sertadapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber dayanon keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagimasyarakat umum dan sumber-sumber daya yangdipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

g

33.Kewajiban...
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Pasal 4
(1) SAPD meliputi:

BAB I

BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BABX

BAB XI
BAB XII
BAB XIII
BAB XIV
BABXV

(2) Rincian

GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJASISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KASSISTEM AKUNTANSI PIUTANG
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAPDAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUDSISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

Pasal 2
SAPD memuat prosedur dan teknik akuntansi dalammelakukan idenüfikasi transaksi, pencatatan pada jurnalposting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo sertapenyajian laporan keuangan.

Pada saat Peraturan Bupaü ini mulai berlaku, Peraturan Bupaü
PemeriS kJ” 2014 tentan8 Sistem ^untansiemenntah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten
Üdi b“lïu 2014 N°m°r 19) diCabut dan «^yatakan

Pasal 3
SAPD bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaansistem dan prosedur akuntansi untuk penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan

33. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluarsumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.34. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yangd^rah^30 Se^S^ antara aset dan kewajiban pemerintah

35. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agarakun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitasmenjadi sesuai dengan yang seharusnya.
36. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhirperiode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanyaperbedaan waktu pencatatan atau pada periode yangbeijalan. J 6

37. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan

SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHANSISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIANSAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7...
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannyadalam Benta Daerah Kabupaten Way Kanan.

NIP. 19850624 201001 1 012

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 2
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

BAB I
GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN

P^nJi i vengan Pei;aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 185 disebutkan bahwa Akuntansi
B

aerah dllaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi PemerintahBaT 4apdT P!merinJah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standartersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-pnnsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi.SApD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses

tebukuT^ keUangan’ menjurnal ke dalam buku jumal, mempostingT menyusun neraca saldo, menyusun kertas keija konsolidasiandan diakhin dengan penyusunan laporan keuangan.__ Sebaga' s^buah Pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa danmenegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan baga.manaSenS^ya’ r
pnnsipnya, SAPD disusun agar para petugas yangenjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan prosesakuntansi dengan baik dan benar. P

SKP^T^^T80 SAPD d?mulai dari memahami proses bisnis pada® u? khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah.
nrnirf, k Tbut Penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-

dibUat dan « terkait dengan
Prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yangda masm£-masing Prosedur. Masing-masing pihak memiliki perantersendin agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.men^ dan P^k terkait ditentukan> langkah selanjutnya adalahmengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligusmenentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumendokZ™ dudeatlflkasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagaidokumen sumber pencatatan jumal. °

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP±d: J .a7ïU"?nSi terkait' Berdasarkan penelaah^ dite“ jumi
SnH y aï dan yang akan digunakan untuk mencatat. JurnSstandar yang dibuat mengacu pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yangkeu^g^ dasar Perencanaan pembangunan

Lanekah^mkr^^b^ pen^sunan SAPD ialah menyusun langkah teknis.Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yangmenjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokume/ana
rl Izn i o U -1 . g. P ^1^ pihak tersebut memperlakukan

( reK yan? terkait' selain itu’ diberika" a^t^tpencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansiSAPD dllaksanakan oleh SKPD dan SKPKD sebagai entitas akuntansia am hal mi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan SKPKD. Sesuai
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 14 disebutkan bahwa PPK SKPD melaksanakan fungsitata usaha keuangan pada SKPD, antara lain mempunyai tugas dan wewenangmelaksanakan fungsi akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPD.Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan denganpenyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkanbukti transaksi yang sah. Pencatatan tersebut dilakukan secara kronologis
sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan. Transaksiatau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnyadiposting ke buku besar sesuai dengan rekening berkenaan. Buku besar ditutupan dmngkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo akhirsetiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.
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Neraca; dan

yang bersumber dari

5. Catatan atas Laporan keuangan.b. Bendahara Penerimaan SKPD

3) Penyet°ran uang diterima ke kas daerah setiap
c- Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)menandatangam laporan keuangan SKPD/SKPKD (dalam sebagaienbtas akuntansi) sebelum diserahkan dalam profes

Yang dilakukan oleh fungsi akuntansi dioKrKD (dalam fungsi sebagai entitas pelaporan).2. Dokumen yang Dieunakan ’

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilahIC’ yakni PendaP«an-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO
periode fcT” daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalamS v d

anggaran yanê bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembaliSedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
van h

yang ™enambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaranXal^X^ pemerintah> da" ^ak dibayar

A. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN Dl SKPD1. Pihak Pihak Terkait
anhtaraP|a,nkffsm IC? P^dapatan pada SKPDam PPK SKPD dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPD selakuungsi akuntansi di SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPAa. Fungsi akuntansi di SKPD

3.
Pendapatan LO diakui pada saat:
* “Xuak ataS Pendapatan' ini dikenal juga dengan

b. Pendapatan direaüsasi, yaitu adanya aliran masuk sumber davakonomi baik sudah ditenma pembayaran secara tunai (realized).
Y

11 dSk^asTnerimim2) membuat Rekap Penerimaan HarianPendapatan; dan

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendanatan I RAakuntansi di SKPD memiliki tugas sebagafS: ' g
L pendaPatan L° dan Pendapatan LRACClCbUn',bUktI transaksi yang sah dan valid ke BukuJurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca-

LO TC j,?™al;jUrnal transaksi/'kejadian pendapatanLO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing masingrekening (sub rincian objek); ë masing
3. Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari :1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);2. Laporan Operasional (LO);

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan

Kelompok
Pendapatan

Pendapatan Asli
Jenis Pendapatan

PqiqI/ l_

Dokumen
Daerah

rajax Daerah
Retribusi Daerah

SKP Daerah/SKR Daerah/STS/TBP/ Dokumen Lain
yang dipersamakan_ _Jurnal Standar

Lain-lain PAD yang Sah
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Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRAdiakui pada saat:
a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. diterima oleh SKPD; atau
c. diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUDDengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaanpendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasitkasikankedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak

'‘ fe?gi?uU?n PendaPatan yang didahului dengan adanya penetapanterlebih dahulu (earned}. F

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telahberhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterimapembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPDmengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjumal:_ JURNAL LRA
NO Uraian
1 Tidak ada pencatatan

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Piutang Pajak ...
[ Pendapatan Pajak ... - LO

Debit
XXX

Kredit

XXX
Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP

akan menerima Tanda Bukti Pembayaranbapf pPK 9™“ I ‘v membayar PaJak. TBPjuga menjadi dasarbagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan
nirna • °

JURNAL LRA —
NO Uraian Debit Kredit NO1 Estimasi Perubahan SAL XXX 1

Pendapatan Pajak ... - LRA XXX

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Kas di bendahara penerimaan
Piutang Pajak ...

Debit Kredit
XXX

XXX
Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkanpendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumenpenyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran) PPK SKPDmenjumal:

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

1idak ada pencatatan
Debit Kredit NO

1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

RK PPKD
Kas di Bendahara
Penerimaan

Debit
XXX

Kredit

XXX

Kredit NO Debit
XXXPendapatan Pajak ... - LRA Piutang Pajak ...2. Pengakuan pendapatan pajaky^ïgdidahului dengan penghitungan

nemb^va eh <self assess^t) dan dilanjutkan denfan
Keüka be^dah bcrdasarkan perhitungan tersebutKetika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak^di^oleh^^ ?ajak yang SUdah dilakukan perhitunjanendin oleh wajib pajak (self assessment), PPK-SKPD mengakuimeXat “ L° pajak

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, makaberdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjumal:

JURNAL LO/NERACA
Uraian

RK PPKD

NO
1 Debit

XXX Kredit

XXX

JURNAL LRA
Uraian

Estimasi Perubahan SAL
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Estimasi Perubahan SAL XXX 1 Kas di bendahara penerimaan XXXPendapatan Pajak ... - LRA XXX Pendapatan Pajak ... - LO XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas
Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS
(Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

JURNAL LRA — JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Tidak ada pencatatan XXX 1 RK PPKD XXX
XXX Kas di Bendahara

Penerimaan
XXX

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak,
apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkanSurat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanyapenambahan Pendapatan LO. Apabila ditemukan adanya lebihbayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPDmengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan SuratKeterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

JURNAL LRA —
JURNAL LO/NERACA —NO Uraian Debit Kredit NO Uraian1 Kurang Bayar 1 Kurang Bayar

Tidak ada pencatatan Piutang Pajak ... XXX—— Pendapatan Pajak ... - LO XXX
2 Lebih Bayar — 2 Lebih Bayar— 1 idak ada pencatatan Pendapatan Pajak ... - LO XXX ————— Utang Kelebihan

Pembayaran PAD
XXX

3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selamabeberapa periode ke depan.
Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak
dd^ paJak ataS pajak yang dibayar untuk periode tertentu,FPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Dimuka danPendapatan Pajak LRA dengan menjurnal:

NO
i

2

JURNAL LRA
Uraian

Pendapatan diterima
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Pajak ... -
LRA

Disetor ke Rek Kas Daerah

Debit

XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Pendapatan diterima
Kas di Bendahara Penerimaan

Pendapatan Diterima
Dimuka

Debit

XXX

Kredit

XXX

3

Tidak ada pencatatan

Penyesuaian Akhir Periode 3

Disetor ke Rek Kas Daerah
RK PPKD

Kas di Bendahara
Penerimaan

Penvesuaian Alrhir

XXX
XXX

Tidak ada pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Pajak ... - LO

XXX
XXX
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SK ^ersebut^ wSb^“^«busi yang terdapat dalam
Pembayaran (TBP) sebagai bujXl^e”^^^
"S“S™s™

•Sjï===g
g-s^^s

’* Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi1) Jurnal Standar - Earned
Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah SKPDP^nbayarann^eh wajFb retribusi (eame^Olehtere”a tam?adanya Pend~

NO
1
r JURNAL LRA

Uraian
Pendapatan diterima
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan Pajak ... -
LRA

Debit Kredit NO
1

JURNAL lo/neraca
Uraian

„Pendapatan diterima
Kas di Bendahara Penerimaan

Pendapatan Diterima
Dimuka

Debit

XXX

Kredit

XXX
2 Disetor ke Rek Kas Daerah

Tidak ada pencatatan 2 Disetor ke Rek Kas Daerah
RK PPKD

Kas di Bendahara
Penerimaan

XXX
XXX

3 _Penyesuaian Akhir Periode
Tidak ada pencatatan 3 Penyesuaian Akhir Periode— renaapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Pajak ... - LO
XXX

xxx 1

NO
1

JURNAL LRA— Uraian
_ I idak ada pencatatan

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Piutang Retribusi ...
Pendapatan Retribusi . -LO

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

_ Estimasi Perubahan SAL
Pendapatan Retribusi
LRA

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

_Kas di bendahara~penerimaan
Piutang Retribusi ...

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

r JURNAL LRA
Uraian

1idak ada pencatatan
Debit Kredit NO

1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

RKPPKD
Kas di Bendahara
Penerimaan

Debit
XXX

Kredit

XXX
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2) Jurnal Standar - Realized
Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akanmenerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasarbagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatatjurnal:

JURNAL LRA JURNAL LO/ NERACA ——«1
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian : Debit WVpHit1 Estimasi Perubahan SAL XXX 1 Kas di bendahara penerimaan XXX

IvlCUIL

Pendapatan Retribusi ... -
LRA

XXX Pendapatan Retribusi ... -
LO

XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkanpendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetorantersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD mencatatdengan jurnal:

JURNAL LRA JURNAL LO /NERACA —
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit1 Tidak ada pencatatan XXX 1 RK PPKD XXX

rvicun

XXX Kas di Bendahara
Penerimaan

XXX

1)

2)

3)

2)

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap
c. PA SKPKD

^nTa^s" keUangan yang telah diSUSUn °leh

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPKD
1. Pihak-pihak Terkait

lhak terkait dalam sistem akuntansi pendapatan padaSKPKD antara lain PPK-SKPD dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPKDselaku fungsi akuntansi di SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPDa. Fungsi Akuntansi di SKPKD
Dalar?., sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi di SKPKDmemiliki tugas sebagai berikut:

membuat Rekap Penerimaan Hanan yang bersumber dariPendapatan.

mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRAberdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku JurnalLRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
melakukan posting jurnal jurnal tra’nsaksi/kejadian pendapatanLO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masingrekening (sub nncian objek); 8

menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan RealisasiAnggaran (LRA , Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
, R , uitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)b. Bendahara Penerimaan di SKPD 8

i) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatankedalam buku kas penerimaan.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen
Basil RUPS/ Dokumen yang
Dipersamakan

Kelompok
Pendapatan

Pendapatan Asli
Daerah

Jenis Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
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Kelompok

Pendapatan
—

Jenis Pendapatan
zp “ : —— —Dokumen

Lain-lain PAD yang sah,
yaitu :

Hasil Penjualan BMD yang
Tidak Dipisahkan

Hasil Selisih Lebih Tukar
Menukar BMD yang Tidak
Dipisahkan

Dokumen Kontrak
Penjualan/ Perjanjian
Penjualan /Dokumen yang
Dipersamakan
Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Hasil Pemanfaatan BMD
yang Tidak Dipisahkan

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Hasil Kerja Sama Daerah Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Jasa Giro Nota Kredit / Dokumen
yang Dipersamakan

Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir

Nota Kredit / Dokumen
yang Dipersamakan

Pendapatan Bunga
Nota Kredit/sertifikat
deposito/ Dokumen yang
Dipersamakan

Penerimaan atas Tuntutan
Ganti Kerugian Keuangan
Daerah

SK Pembebanan/SKP2K/
SKTJM/ Dokumen yang
Dipersamakan

Penerimaan Komisi
Potongan atau Bentuk Lain

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Penerimaan Keuntungan
dari Selisih Nilai Tukar
Rupiah terhadap Mata Uang
Asing

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekeijaan

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Pendapatan Denda Pajak
Daerah

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Pendapatan Denda Retribusi
Daerah
Pendapatan Hasil Eksekusi
atas Jaminan

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan
Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Pendapatan dari
Pengembalian

Pendapatan BLUD

Pendapatan Denda
Pemanfaatan BMD yang
tidak Dipisahkan

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan
Dokumen Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan
Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Pendapatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Dana Bergulir

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dinersamakan

Pendapatan Berdasarkan
^utusan Pengadilan
Inkracht )

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Pendapatan Denda atas
Pelanggaran Peraturan
Daerah
Pendapatan Zakat, Infaq
Shadaqah, dan Wakaf

Nota Kredit/ Dokumen
yang Dipersamakan

Nota Kredit/ Dokumen
yang DipersamakanPendapatan Transfer Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat, vaitu:
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1) PAD melalui Penetapan

3. Jurnal Standar
Pendapatan LO diakui pada saat:

3135 pendapatan’ ini dlk™al juga dengan

yaitU adanya aliran masuk sumber dayaba‘ksudah ditenma pembayaran secara tunai (realized).Xipada sLa^t meng®Unakan b-s k- -hingga pendapatan LRA
a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; ataub. diterima oleh SKPD; atau
c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUDDengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaanpendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifkasikanke dalam beberapa altematif jurnal standar sebagai berikufa. Prosedur Pencatatan PAD

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yangmengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan8Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKDkemudian akan mencatat jurnal.

Kelompok
Pendapatan Jenis Pendapatan Dokumen

Dana Perimbangan

Dana Insentif Daerah (DID)

Perpres/ PMK/ Dokumen
yang Dipersamakan
Perpres/ PMK/ Dokumen
yang Dipersamakan

Dana Desa
Dokumen Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan

Pendapatan Transfer Antar
Daerah, yaitu:

Pendapatan Bagi Hasil
Keputusan Kepala
Daerah/ Dokumen yang
Dipersamakan

Bantuan Keuangan
Keputusan Kepala
Daerah/ Dokumen yang
DipersamakanLain-lain

Pendapatan Daerah
yang Sah

-

Pendapatan Hibah
Keputusan Kepala
Daerah/ Dokumen yang
Dipersamakan

Dana Darurat
Keputusan Kepala
Daerah/Dokumen yang
Dipersamakan

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan

Dokumen yang
Dipersamakan—

NO
JURNAL LRA

Uraian
Tidak ada pencatatan

Debit Kredit
XXX

NO
1

XXX

JURNALlo/neraca
Uraian

Piutang Pendapatan ...
Pendapatan Pajak ... - LO

Debit Kredit
XXX I XXX

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh WaiibX a,taun menerima Tanda BukTpeXyaX(TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetaoandokumen tersebut, Fungsi Akuntansi P
PPKD kemudian akan mencatat jurnal.
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JURNAL LRA JURNAL LO/ NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Estimasi Perubahan SAL XXX 1 Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan ... - LRA XXX Piutang Pendapatan ... -
LO

XXX

2) PAD Tanpa Penetapan
Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan
kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD
kemudian akan mencatat jumal.
Jurnal LO atau Neraca

JURNAL LRA JURNAL LO/ NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Estimasi Perubahan SAL XXX 1 Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan ... - LRA XXX Pendapatan ... - LO XXX

b. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer
Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari
Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan
diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan
tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jumal:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Tidak ada pencatatan

1 Piutang Pendapatan Transfer... - LO
XXX

Pendapatan Transfer... -
LO

XXX

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari
pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota
Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD
kemudian akan mencatat jurnal.

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Estimasi Perubahan SAL 1 Kas di Kas Daerah XXXPendapatan Transfer ... -
LRA Piutang Pendapatan ... XXX

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang SahContoh: Pendapatan Hibah Berdasarkan Naskah Perjanjian HibahDaerah yang ditandatangani, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudianakan mencatat jurnal:

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Tidak ada pencatatan
Pendapatan Transfer ... -
LRA

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Piutang Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah ... - LO

Debit
XXX

Kredit

XXX

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah Fungsi

Debit
XXX

NO
1

akuntansi di SKPKD k

JURNAL LRA
Uraian

Estimasi Perubahan SAL
Pendapatan Hibah ... - LRA

:emudi

Debit

an ak;

Kredit

an m

NO
1

iencatat jumal:

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Kas di Kas Daerah
Piutang Pendapatan Hibah

Kredit

XXX
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1)

2)

3)

BAB III
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti
I

ktl yang Sah dan valid ke Buku Jumal LRA, BukuJumal LO dan Neraca.
melakukan posting jumal-jurnal transaksi/kejadian beban dankedalam Buku Besar masing-masing rekening (sub rincianODJ CK I .

11 ™embukukan semua pengeluaran beban dan belanjakedalam buku kas umum SKPD. J
2) membuat SPJ atas beban dan belanja2. Dokumen yang Digunakan

An= n pA°iranT Keuangan’ yan8 terdiri dan Laporan Realisasi
p Operasional (LO), Neraca, Laporan

b R Ek?ltas (LPE)’ dan Catatan atas Laporan keuangan.b. Bendahara Pengeluaran SKPD

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periodepelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataukonsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
NPanre/ïJ\ merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara UmumdallT^rin^ Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebihpenode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan Belanja gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelumo'TpK Berbagai potongan atas gaji dan"unfangan tidak“oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi akuntansi di SKPKD.
A. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD / SKPKD1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belaniaantara lain PPK- SKPD dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPD/SKPKD
di, S'™''31™ dan Bendahara PenerimaanoKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD.a. Fungsi Akuntansi di SKPKD/SKPD

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja memiliki tugas sebagaiMCI IrvU L.

Uraian • Dokumen
Belanja Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang

dipersamakan
Belanja Barang dan Jasa _BAS1/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Bunga Nota Debet/SP2D/Dokumen yang

dipersamakan
Belanja Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah

/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Belanja Hibah

Surat Keputusan Kepala Daerah/NPHD/SP2D/Dokumen2 lain yang
dipersyaratkan

Belanja Bantuan Sosial Surat Keputusan Kepala Daerah
_/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja Modal sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen yangdipersamakan
Belanja Tidak Terduga Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
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Dokumen beban-

Uraian Dokumenocianja iransfer Surat Keputusan Kepala" 2

Daerah/SP2D/Dokumen2 lain yang_dipersyaratkan 6

Uraian
Beban Pegawai

-geban Barang dan Jasa

' 1 g j dokumen
?aftar Dajï/SP2D/Dokumen yang-" —dipersamakan 6

BAST/Spon nnePan Bunga
_Beban Subsidi
Beban Hibah
oeoan Bantuan Sosial

LBeban Penyisihan Piutang
Beban Penyusutan dan
Amortisasi

; 1 ml ..... okumpn y^g dipersamakan-I^UQkur^^
-~~lljnemonal£dokumen yang dippr<iqmAi~n~

uagi nas11

R A F»Q n D « 4- -̂ "at , —-Dokumen yang dinersamAkpn^cunuan Keuangan

Dcflsit Non Operasional — Bukti uiemonal/dokumenyang
dipersamakan

^uau mar Biasa Bukti memorial/dokumen yangdipersamakan

Jurnal Standar
a) Beban dan Belanja Pegawai

p2rsa“SP^dIs^^ *SKPD dilakuk*n
berikut: aiterbitkan dengan contoh pencatatan sebagai

LS diterbitkan ™ka melakukan

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

_Saat Pencairan SP2D LS
_Belanja Gaji Pokok ASN

Estimasi Perubahan SAL

Debit

XXX

Kredit

VW

NO
1

JURNAL lo/neraca— Uraian
_ Saat Pencairan SP2D LS
_Beban Gaji Pokok ASN~

Debit

XXX

Kredit

2 Saat Pengembalian Gaji dan
Tunjangan ASN

XXX

2

RKPPKD~-~~

Jaat Pengembalian Gaji dan

XXX

-Dikembalikan tahun berjalan '

Estimasi Perubahan SAL XXX '

Tunjangan ASN
_Dikembalikan tahun berjalan
RK PPKD •—.—Belanja Gaji Pokok ASN

Dikembalikan setelah laporan
keuangan diterbitkan
Estimasi Perubahan SAL YYY

XXX Beban Gaji Pokok ASN
Dikembalikan setelah laporan
keuangan diterbitkan

XXX
XXX

Pendapatan dari
Pengembalian - LRA

XXX
RK PPKD

Pendapatan dari
_ Pengembalian - LO

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Saat Pencairan SP2D LS
Debit Kredit NO

JURNAL LO/NERACA
Uraian Debit Kredit

_Tidak ada pencatatan — 1 Saat Pencairan SP2D LS
RK SKPD

Kas di Kas Daerah
XXX

YYY

2 | Saat Pengembalian Gaji dan
Tunjangan ASN
1idak ad9

— 2 Saat Pengembalian Gaji danTunjangan ASN

AAA

XXX
XXX

Kas di Kas Daerah~
RK SKPD XXX

XXX
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b) Beban dan Belanja Barang dan Jasa
Pengakuan Belanja Barang yang dibayar dengan mekanisme SP2D LS
dicatat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dengan
contoh pencatatan pada SKPD sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Saat BAST 1 Saat BAST

Tidak ada pencatatan Beban Barang Pakai Habis XXX
Utang Belanja Barang
Pakai Habis

XXX

2 Saat Pembayaran dengan SP2D
LS 2 Saat Pembayaran dengan SP2D

LS
Belanja Barang Pakai Habis XXX Utang Belanja Barang Pakai

Habis
XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX RK SKPD XXX

Pengakuan Belanja Barang yang dibayar dengan mekanisme SP2D
UP/GU/TU saat pertanggungjawaban pengeluaran belanja diverifikasi
dan disahkan oleh PPK dengan contoh pencatatan sebagai berikut

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Belanja Barang Pakai Habis XXX 1 Beban Barang Pakai Habis XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara
Pengeluaran

XXX

SKPKD melakukan pencatatan atas pembayaran Belanja Barang yang
dilakukan dengan mekanisme SP2D LS dengan pencatatan sebagai
berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Tidak ada pencatatan 1 RK PPKD XXX— Kas di Kas Daerah XXX

c) Beban dan Belanja Subsidi
Pencatatan pada SKPD Belanja dan Beban Subsidi diakui pada saatrealisasi SP2D LS dan TU dengan contoh pencatatan sebagai berikut:

JURNAL LRA — JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian
1 Saat Pembayaran dengan

mekanisme SP2D LS 1 Saat Pembayaran dengan
mekanisme SP2D LS

rvreait

Belanja Subsidi Kepada BUMD XXX Beban Subsidi Kepada BUMD XXXEstimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

2 Saat Pembayaran dengan
mekanisme SP2D TU
Belania Subsidi Kenada rtimh YYY

2 Saat Pembayaran dengan
mekanisme SP2D TU

—
Estimasi Perubahan SAL XXX

Beban Subsidi Kepada BUMD
Kas di Bendahara
Pengeluaran

XXX
XXX

3 Pengembalian Sisa Subsidi dari
Badan Usaha Penerima Subsidi
Estimasi Perubahan SAL XXX

3 Pengembalian Sisa Subsidi dari
Badan Usaha Penerima Subsidi

—

—
Belanja Subsidi Kepada
BUMD

XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran

Beban Subsidi Kepada
BUMD

XXX
XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit
4 Penyetoran Pengembalian Sisa

Belanja Subsidi ke Kas Daerah 4 Penyetoran Pengembalian Sisa
Belanja Subsidi ke Kas DaerahTidak ada pencatatan RK PPKD XXX

Kas di Bendahara
Pengeluaran

XXX

SKPKD melakukan pencatatan atas pencairan Belanja Subsidi kepada?p\nnT^a?a ^?erima Subsidi yan§ dilakukan dengan mekanisme
, LS dan TU serta pengembahan Sisa Belanja Subsidi dengancontoh pencatatan sebagai berikut:

NO

1

JURNAL LRA
Uraian

Saat Pembayaran dengan
mekanisme SP2D LS
Tidak ada pencatatan

Debit Kredit NO

1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Saat Pembayaran dengan
mekanisme SP2D LS
RK SKPD

Debit

XXX

Kredit

2 Saat Pembayaran dengan
mekanisme SP2D TU
Tidak ada pencatatan

—
2

Kas di Kas Daerah

Saat Pembayaran dengan
mekanisme SP2D TU
RK SKPD XXX

XXX

3 Pengembalian Sisa Subsidi dari
Badan Usaha Penerima Subsidi
Tidak ada pencatatan

—
3

Kas di Kas Daerah

Pengembalian Sisa Subsidi dari
Badan Usaha Penerima Subsidi
Tidak ada pencatatan

—
XXX

4 Penyetoran Pengembalian Sisa
Belanja Subsidi ke Kas Daerah
Tidak ada pencatatan — 4 Penyetoran Pengembalian Sisa

Belanja Subsidi ke Kas Daerah
Kas di Kas Daerah

RK SKPD
XXX

XXX
d) Beban dan Belanja Hibah

Beianja Hibah diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkanK5S Daerah berdasarkan SP2D LS sedangkan Bebanna/V/wou™ Saat dltan^atan§aninya Naskah Peijanjian Hibah
1 1

dengan contoh jurnal pencatatan sebagai berikut:1) Hibah dalam bentuk uang

NO
1

2

JURNAL LRA
Uraian

Saat ditandatangani NPHD
Tidak ada pencatatan

Saat Pencairan SP2D LS
Belanja Hibah
Belanja Hibah Uang .

Estimasi Perubahan SAL

Debit

XXX

Kredit

XXX

NO
1

2

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Saat ditandatangani NPHD
Beban Hibah Uang ...

Utang Belanja Hibah ...

Saat Pencairan SP2D LS
Belanja Hibah
Utang Belanja Hibah Uang

Debit

XXX

_XXX

Kredit

XXX

3
Apabila ada pengembalian
Belanja Hibah Kepada
Pemerintah Pusat

3

KK PPKD

Apabila ada pengembalian
Belanja Hibah Kepada
Pemerintah Pusat

XXX

Kstimasi Perubahan SAL
Belanja Hibah Uang ... XXX

XXX
RK PPKD

Beban Hibah Uang ...
XXX

XXX
2) Belanja Hibah dalam bentuk Barang yaitu Hibah Barang MilikDaerah berupa Aset Tetap dan Persediaan, meliputi:(a) BMD yang telah tercatat dalam Laporan BMD
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(b) Belanja/ Beban Hibah dalam bentuk barang apabilapengadaan barang pada tahun berjalan

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian1. Apabila tanggal NPHD dan
BAST sama. 1. Apabila tanggal NPHD dan

BAST samaSaat ditandatangani NPHD
dan BAST
Tidak ada pencatatan — Saat ditandatangani NPHD dan

BAST
Beban Hibah Barang .. XXX —— Akumulasi Penyusutan ...

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah

XXX
XXX

2. Apabila tanggal NPHD dan
BAST tidak sama
Saat ditandatangani NPHD
Tidak ada pencatatan

2 Bila tanggal NPHD dan BAST
tidak sama
Saat ditandatangani NPHD

—
Saat ditandatangani BAST
Tidak ada pencatatan

Saat ditandatangani BAST
Beban Hibah Barang ... XXX

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah

XXX
XXX

(c) Hibah dalam bentuk Jasa

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Saat BAST dari Penyedia
Barang kepadaSKPD

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Saat BAST dari Penyedia
Barang kepadaSKPD

Debit Kredit

Tidak ada pencatatan Persediaan Untuk Dijual/
Diserahkan Lainnva

XXX

Utang Belanja Hibah
Barang ... XXX

2 Saat Pencairan SP2D LS
Belanja Hibah Kepada
Pemerintah Pusat
Belanja Hibah Barang ...

Estimasi Perubahan SAL

XXX

XXX

2 Penncairan SP2D LS Belanja
Hibah Kepada Pemerintah
Pusat
Utang Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

RK PPKD

XXX

2. Saat Barang Diserahkan
kepada Pihak Ketiga

3 Saat Barang Diserahkan
kepada Pihak Ketiga

XXX

Beban Hibah Barang ...
Persediaan Untuk Dijual/
Diserahkan Lainnya

XXX
XXX

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Saat ditandatangani NPHD
Tidak ada pencatatan

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Saat ditandatangani NPHD
Beban Hibah Jasa .

Utang Belanja Hibah
Jasa ...

Debit

XXX

Kredit

XXX

2 Saat Pencairan SP2D LS
Belanja Hibah Kepada
Pemerintah Pusat
Belania Hibah ,la«a

2 Saat Pencairan SP2D LS
Belanja Hibah Kepada
Pemerintah Pusat

—
Estimasi Perubahan
SAL

XXX
XXX

_ Utang Belanja Hibah Jasa ... XXX
RK PPKD XXX



- 22 -
e) Beban dan Belanja Bantuan Sosial

Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Bantuan Sosial diakui pada saatdirealisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerahberdasarkan SP2D LS.
Sistem Akuntansi Belanja dan Beban Bantuan Sosial dalam bentukbarang diakui pada saat diterima dari penyedia barang dan langsungdibayarkan serta langsung diserahkan kepada penerima.
Contoh Pencatatan transaksi Belanja dan Beban Bantuan Sosialkepada Individu adalah sebagai berikut:

NO Uraian Debit Kredil NO
JUKINAL LO/NERACA

UraianA Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu dalam bentuk
uang

A Beban Bantuan Sosial kepada
Individu dalam bentuk uang

XVI UU1L

1 Saat Pencairan SP2D LS
Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu

1 Saat Pencairan SP2D LS
Belanja Bantuan Sosial kepada
IndividuBelanja Bantuan Sosial Uang

yang Direncanakan kepada
Individu

Estimasi Perubahan SAL

XXX

XXX

Beban Bantuan Sosial Uang
yang Direncanakan kepada
Individu

RK PPKD

XXX

YYY

2 Apabila ada pengembalian
Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu

2 Apabila ada pengembalian
Belanja Bantuan Sosial kepada
IndividuEstimasi Perubahan SAL

Belanja Bantuan Sosial
Uang yang Zirencanakan
kepada Individu

XXX
XXX

RK PPKD
Beban Bantuan Sosial
Bang yang irencanakan
kepada Individu

XXX
XXX

O

1

Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu dalam bentuk
barang

B Beban Bantuan Sosial kepada
Individu dalam bentuk barang

1 Saat BAST dari Penyedia
Barang langsung dibayar dan
diserahkan kepada Individu

1 Saat BAST dari Penyedia
Barang langsung dibayar dan
diserahkan kepada
IndividuBelanja Bantuan Sosial

Barang yang Direncanakan
kepada Individu

Estimasi Perubahan SAL

XXX

YYY

Beban Bantuan Sosial Barang
yang Direncanakan kepada
Individu

XXX

2 Saat masih terdapat sisa
barang yang belum
seluruhnya diserahkan

2
RK PPKD

Saat masih terdapat sisa
barang yang belum seluruhnya
diserahkan

XXX

Tidak ada pencatatan Persediaan dari Belanja
Bantuan Sosial

XXX —
Beban Bantuan Sosial
Barang yang
Direncanakan kepada
Individu

XXX

NO
1

f) Belanja Modal
JURNAL LRA

Uraian
Saat BAST

Debit 1 Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Saat BAST

L

Debit Kredit

2

1idak ada pencatatan

Saat Pembayaran dengan
SP2D LS

—
2

Tractor ...
Utang Belanja Modal ...

Saat Pembayaran dengan SP2D
LS

XXX
XXX

Estimasi Perubahan
SAL

XXX
XXX -Utang Belanja Modal ... XXX —

RK PPKD XXX
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h) Beban Penyisihan Piutang

^"8 adalah taksiran nilai piutang yang tidakdapat ditenma pembayarannya dimasa yang akan datang dariseseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jumal standarbeban penyisihan piutang:

i) Beban dan Belanja Bagi Hasil
dtn Hasil diakui pada saat direalisasikan yaitu saatdikeluarkan dan Rekening Kas Daerah berdasarkan SP2D LS. Padaakhir periode pelaporan dicatat pengakuan Beban Bagi Hasil yangsudah merupakan kewajiban Pemda Way Kanan kepada PemerintahbeltTdih °ta ^el^blhan tar8et Penerimaan Pajak Daerah tetapiBd^l Rn J ƒ Way Kanan dengan men§akui UtangBelanja Bagi Hasil dengan contoh pencatatan sebagai berikut:

g) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atasnilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)selama masa
standar

bersangkutan- Beban penyusutan SKPD jurnal

j) Beban dan Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangkake^a sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangln
ran v V tertentU lainnya. Belanja bantuan keuangan dalamtertentu lainnya guna memberikan manfaat bagipemben dan/atau penenma bantuan keuangan. Bantuan keuangan

NO
1

2

JURNAL LRA
Uraian

Penyusutan
Tidak ada pencatatan

Amortisasi
Tidak ada pencatatan

Debit Kredit NO
1

2

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Penyusutan
Beban penyusutan

Akumulasi penyusutan

Amortisasi
Beban amortisasi

Akumulasi amortisasi

Debit

XXX

XXX

Kredit

XXX

XXX

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Tidak ada pencatatan
Debit Kredit NO

1

JURNAL LO/NERACA
Uraian _ _ _

Beban penyisihan piutang
Penyihan piutang

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Saat Pembayaran dengan
SP2D LS

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Penyusutan Debit Kredit

Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah..,

Estimasi Perubahan SAL

XXX

XXX

Beban Bagi Hasil Pajak
Daerah...

Kas di Kas Daerah

XXX

2 Pengakuan Beban Bagi Hasil
atas Kelebihan Target
Pendapatan Pajak Daerah

— 2 Pengakuan Beban Bagi Hasil
atas Kelebihan Target
Pendapatan Pajak Daerah

XXX

lidak ada pencatatan Beban Bagi Hasil Pajak
Daerah... XXX —

— Utang Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah ... XXX
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NO Kredit NO

XXX
Belanja Bantuan Keuangan ...

Estimasi Perubahan SAL

dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelahmempnontaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib danUrusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkanoleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bcrsifat umum peruntukan dan pengelolaannyadiserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desaS"T Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannyaditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan danpengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuandaerah dan'atau pemerintah desa sebagaipenerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai

temn
yan® dltetapkan oleh Pemerintah daerah selaku pemberisX»a? keuan«an’ pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa

ken d
p nma bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan

dZerah b
keuangan khusus. Pemerintahdaerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus danat

h
penye(*iaan dana pendamping dalam APBD atauggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.Tr^nS^niPeban dan BelanJa Bantuan Keuangan merupakan transaksipada SKPKD sehmgga di SKPD tidak terdapat pencatatan

Debit
XXX Kredit

~XXX
Debit
XXX

JURNAL LRA
Uraian JURNAL LO/NERACA

Uraian
Beban Bantuan Keuangan ...

Kas di Kaa Daerah
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BAB IV
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi yang berasal dari semua penerimaanb2knParilUtdhbayar kembaÜ d“/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,ZbZVnZ"8^ maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan

fan menJadl Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

PPl^KroV^ ^is’cm akuntansi Pembiayaan antara lainakunSr °dy SKPKD^ ^hDPelaksana * SKPKD selaku fungsi
1. Fungsi Akuntansi di SKPKD

^>“bTg2 Pembiayaan’ fUngsi di SKPKD memiliki
a' investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jumal Umum-b. memposting jumal-jurnal transaksi/ kejadian investasi ke dalam BukuBesar masing-masmg rekening (sub rincian objek)-
C' Z™ (L^Zi keuanga"’ terdiri dari Laporan RealisasiEM^LPEl^L^T^ P^^^ (L0)’ ^P0'®” Perubahan

2. BUD ’ “ tan ataS ^P01®» Keuangan (CaLK).
Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan r>mD«;mengadmmistrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluarantehing8a BUD memiliki tuBas menyiapkJtransaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi di SKPKDyang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain-1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan:2. Naskah Perjanjian Kredit;

< N^edlt;^ d°kUmen Pencairan dari rekening kas umum daerah;
5. Dokumen lainnya.

C. JURNAL STANDAR
Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh SKPKD

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

.Saat Penerimaan Pembiayaan
Estimasi Perubahan SAL

Penerimaan Pinjaman
Daerah

Debit

XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

baat Penerimaan Pembiayaan
Kas di Kas Daerah

Kewajiban Jangka
Panjang

'E 1

2 Saat pembayaran bunga
kewajiban
Belanja Bunga

Estimasi Perubahan SAL
XXX

XXX

2 baat pembayaran bunga
kewajiban
Utang Belanja Bunga

RK PPKD XXX

~3~ Saat Pelunasan Kewajiban
Pembayaran Cicilan Pokok XXX

~3~

* i

Saat Pelunasan Kewajiban
Investasi Jangka Panjang XXX

XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit KreditUtang yang Jatuh Tempo Permanen
Estimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

4 Saat Reklasifikasi Akhir
Tahun

4 Saat Reklasifikasi Akhir
Tahun

Tidak ada pencatatan Kewajiban Jangka Paniang XXX

—
Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang

XXX
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BAB V
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

digunakan membPayan^ ba"k yang setiaP saa‘dapat
hkuid dan bebas dari perubahan nilai sifet sangat
Hanis Dipertanggungjawabkan dan wajib1Slanork^d1VUt‘ seluruh Uan« Yang

dikelola dan di ba.ah
bendahara

dikuasai dan di baWah t-ggung jawab bendahara

^Sd^^^Vk mln^u^ Pada bank yang
daerah; F g penerimaan dan pengeluaran pemerintah

de^sko^kurang^ari ^bul^XgXlotaXh beSTh (SUN)/obUgasi danKas pemerintah daerah yang dikuasai dan d k b<tndahara umum daerah.
bendahara umumdaerahLdinTrX Jawab telain
Bendahara Penerimaan. Akun Kas dulnd^ Pengeluaran dan Kas di
dalam neraca harus mencerminkan kas va™T Pei?nmaan yang disajikan
neraca. nrnnxan kas yang benar-benar ada pada tanggal

menggunakaTl^k dikonversi menjadi rupiah
ketentuannya para bendahara npn? ’

C P tenggal neraca. Meskipun dalam
dalam waktL 2?4 (dua puM^ m™ Seluruh P^rima^
terdapat saldo penerimaan yang^elJm disetork^n tertutuP?emungkinan
penerimaan.

y g disetorkan dalam rekening bendahara

^d yang siap
Setara kas pada pemerintah daerah d n • i

Perubahan nilai yang signifikan.
jangka penlka£”^^^ ^utuhan kas
kas, investasi jangka pendek han^

tuk memenuhi persyaratan setara
jumlah yang dapat diketahui tanna ad

8 ra, dapat diubah menjadi kas dalam
Oleh karenag nÜai
mempunyai masa iatuh tpmn v

a kas ^alnu investasi dimaksud
perolehannya

J kUrang darl 3 <üga) bulan dart tanggal

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Spd d^^.1?8 dan setara kas Pada
selaku fungsi akuntansi di ^laksana akuntansi
Bendahara Pengeluaran SKPD dan SKPD-
a. Fungsi akuntansi di SKPD/SKPKD 88

benkut
SiStem akUnt3nSi kas dan setara tas memiliki tugas sebagai
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2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas keBuku Besar masing-masing rekening (sub rincian objek)3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan RealisasiLa,?ra" Operasional (LO), Laporan Perubahan. O

Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)b. Bendahara Penerimaan SKPD 1 ’
SKPD/SKWn

kas dan setara kas> Bendahara Penerimaantugas meny'aPkan dan menyampaikan dokumen-t a
S‘ “rkait dengan Proses Pdaksanaan sistemakuntansi kas dan setara kas ke Fungsi akuntansi di SKPD/SKPKDc. Bendahara Pengeluaran SKPD '

akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran,hkl tUgas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen
Kas dann^ den?an Pr°SeS Pelaksanaan sistem akuntansiKas dan Setara Kas ke Fungsi akuntansi di SKPD/SKPKDd. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna AnggaranDalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, PA/ KPA memiliki tugas-1) menandatangam laporan keuangan SKPD/SKPKD (dalam sebagaientitas akuntansi) sebelum diserahkan dalam proses

^ng dilakukan °leh fungsi akuntansi diSKPKD (dalam fungsi sebagai entitas pelaporan).2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab.
B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

SKPDmXann^n dala,m ®istem akuntansi kas dan setara kas padaSKPD maupun SKPKD mengikuh dokumen terkait penerimaan kas dan
Pendapatan-LO, Beban,

C. JURNAL STANDAR
kas dan setara kas pada SKPD maupun SKPKDTk g ^nsaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistemSka k"8' akun‘akun pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan EkuitasJika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi “debit”sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi “kredit”

0

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Saat Kas dan Setara Kas
Bertambah
Tidak ada Pencatatan

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Saat Kas dan Setara Kas
Bertambah

Debit Kredit

Kas dan Setara Kas
Pendapatan-
LO/Aset/Kewajiban/
Ekuitas

XXX
XXX

2 Saat Kas dan Setara Kas
Bertambah 2 Saat Kas dan Setara Kas

Bertambah
Tidak ada Pencatatan —

Ueban/Aset / Kewajiban/Ekuitas
Kas dan Setara Kas

XXX

XXX
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Uraian Dokumen
Piutang yang berasal dari pungutan SKPD/SKRD/ Dokumen yang

dipersamakan

3. Jurnal Standar

stondéditerbitkan dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka jurnal

BAB VI
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

. . Plutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran darinemïrin^h p3Jak/ba-var atas kegiatan yang dilaksanakan olehpemerintah daerah. (Buletin Teknis SAP Nomor 02).
tlmbUl karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan

»‘Utang yang timbul dari Pemungutan meliputi
p
“a g P j k Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sahnènS da? P"1511"3 Perikatan meliputi pemberian pinjaman.penjualan, kemitraan, dan pemberian fasiiitas. Piutang yang timbul daripenstiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang ümbul akibatTuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Bendahara^ yang 3 Tuntutan «anti Kerugian Daerah terhadap

k. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD
1. Pihak-pihak Terkait

SKPD
dalam S'Stem akuntansi Piutang antara lain PPK-

SKPD d™ R a h
pelaksana akuntansi SKPD selaku ftmgsi akuntansi diöKPD dan Bendahara Penenmaan SKPD.a. Fungsi akuntansi di SKPD

Dalam sistem akuntansi piutang memiliki tugas sebagai berikut:1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-buktiyang Sah dan Valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku JurnalLU dan Neraca.
2) melakukan posting jumal-jumal transaksi/kejadian pendapatanrSentag pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing
31 A1nryUSUn<fl«?ra^ ^euangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

ÊkS?L^N ”per3sional <LO). Laporan Perubahan
b. Bendahara

11 XC~asKPDmbUkUka"“Penerimaan ke dalam buku kas
2) membuat SPJ atas pendapatan.

2- Dokumen yang digunakan

NO
1

2

3

JURNAL LRA
Uraian

Saat Penetapan
I idak ada Pencatatan

Saat Pembayaran
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan ... - LRA

Saat Penyetoran ke Kasda
I idak ada Pencatatan

Debit Kredit NO
1

2

3

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Saat Penetapan
Piutang ...

Pendapatan ... - LO

Saat Pembayaran
Kas di Bendahara Penerimaan

Piutang ...

Saat Penyetoran ke Kasda
RK PPKD ...

Debit

XXX

XXX

XXX

Kredit

XXX

XXX
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3. Jurnal Standar
Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan KepalaDaerah / Kontrak / Surat Perjanjian / Dokumen yang dipersamakan danJu^dX’ Pemb™ maka “n'i /kan mïakukan

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPKD
1. Pihak-pihak Terkait

yang *erkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain PPK-® ^nantU ° pelaksana akuntansi SKPKD selaku fungsi akuntansiai öKrKU,

Dalam sistem akuntansi piutang, fungsi akuntansi di SKPKD memilikitugas sebagai berikut:
a. mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti buktitransnksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku JurnalLO dan Neraca.
b. melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LOdan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening.c. menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan RealisasiUP°ran 0PerasionaI (LO), Laporan PerubahanEkuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan2. Dokumen yang digunakan

JURNAL LRA JURNAL LO/ NERACA —NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
Kas di Bendahara
Penerimaan

XXX

-f Uraian ' 1__ Dokumen |

Piutang yang berasal dari
perikatan

Perjanjian permberian pinjaman/perjanjian
sewa/ perjanjian kerjasama/perjanjian
pernjualan/pemjualan kemitraan/dokumenlain yang dipersamakan

Piutang yang berasal dari
transfer dari pemerintahan

PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala
Daerah/ dokumen lain yang dipersamakan

Piutang yang berasal
dariTuntutan Ganti Kerugian
Daerah

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumenyang dipersamakan
Uang Muka SP2D/Nota Debet/Dokumen yang

dipersamakan

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Saat Penetapan
Debit Kredit NO

JURNAL LO/NERACA
Uraian Debit Kredit

Tidak ada Pencatatan
1 Saat Penetapan

Piutang Pendapatan
Transfer ... - LO

XXX

2 Saat Diterima Nota Kredit
—

o

Pendapatan
Transfer... - LO

XXX

3

Estimasi Perubahan SAL
Pendapatan ... - LRA

Saat Penyetoran ke Kasda
—

z Saat Diterima Nota Kredit
Kas di Kas Daerah

Piutang Pendapatan
Transfer ... - LO

XXX
XXX

Tidak ada Pencatatan —
3 Saat Penyetoran ke Kasda

RK PPKD ...
Kas di Bendahara
Penerimaan

XXX
XXX
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2.

3.

4.

1)

2)

3)

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
yang daiam sistem akuntansi

Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugasuntuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksitunai yang berkaitan dengan persediaan.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatanbertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaranpelaksanaan pengadaan persediaan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

SKPD1=akuntta?si P^sediaan, pejabat penatausahaan keuanganKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yangimulai dan jumal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapanyang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerahdan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkanaalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatanoperasional pemerintah. B

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
' ^aran?i dal.am Proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual ataudiserahkan kepada masyarakat.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakatdalam rangka kegiatan pemerintahan.
e. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpanuntuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantorbarang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barangbekas pakai seperti komponen bekas.
f. Persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksiseperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

A. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lainauaisn.

1. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang PenggunaDalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barangbertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen ataspengelolaan persediaan.

Bukti Belanja Persediaan

nen^k^n^ ”erUpaka" dokumen sumber untuk melakukan jumalSXw pe “ dan belanja persediaan den^
Berita Acara Serah Terima Barang

?en ™empakan dokumen sumber untuk melakukan jumal ataspengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.Berita Acara Pemeriksaan PersediaanDokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan ium»1Pengakuan beban Persediaan setelah dilakukannya
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4) SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanjapersediaan dengan cara pembayaran LS.

C. JURNAL STANDAR

NO
1

Akun Persediaan dipenga
pengeluaran persediaan.
pengadaan barang/jasa
persediaan meliputi pema
lain. Transaksi penambal
berikut:

JURNAL LRA
Uraian

Penambahan Persediaan

ruhi c
Pen

dan f
ikaian
lan d

Debit

>leh tr
ambab
jenerir

peml
an pet

Kredit

ansa
lan
naar
3eria
igelt

NO

ksi penambahan persediaai
persediaan berasal dari
hibah sedangkan pengeli

n hibah, pemusnahan, dan
laran persediaan dicatat se

JURNAL LO/NERACA
Uraian

i dan
hasil
jaran

lain-
bagai

Debit Kredit
Saat BAST
Tidak ada pencatatan —

1 Penambahan Persediaan
Saat BAST
Barang Pakai Habis

Utang Belanja Barang
dan Jasa

XXX
XXX

2 Saat Pembayaran dengan
SP2D LS 2 Saat Pembayaran dengan SP2D

LS —
Belanja Barang Pakai Habis

Estimasi Perubahan SAL

XXX

XXX

Utang Belanja Barang dan
Jasa_ RK-PPKD

XXX

YYY

3 Saat Penyesuaian Akhir
Tahun — 3 Saat Penyesuaian Akhir Tahun

—
Tidak ada pencatatan Koreksi adanya perbedaan

volume fïsik lebih banyak dari
saldo buku
Barang Pakai Habis XXX

—

Beban barang Bakai Habis

Koreksi adanya perbedaan
volume fisik lebih sedikit dari
saldo buku
Beban barang Bakai Habis

Barang Pakai Habis
XXX

XXX

XXX
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a)

BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaatmfZktkTk’bUnga’ dlV‘den dan rOyalti’ ataU manfaat sosial. sehingga dapatmas£S kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada

jangk^Tt^m^^ ”vestasi yang pencairannya memiliki
Permanern

U “ 0 bU an dm dari Investasi Non Permanen dan
Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panianeyang dimaksudkan untuk dimihki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu

surat
k6mbali meliPuti Pembelian obligasi atauu at utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki samnai den^ntanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penZZZZZproyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dana vane^an. Pemenntah dalam rangka pelayanan masyarakat sepêrti bantuanpermaneXnnyT masyarakat’ investasi non

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT
Sm’1-1 terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain PPKS me aksanakan fungsi tata usaha keuangan sesua. uan "hngkup

a*-"1. Fungsi akuntansi di SKPKD

°XeTZbenku“Sl di SKPKD —*

2. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran

) menandatangani surat pemyataan tanggung jawab SKPKD.
B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

dOkUmen Utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi

^^^/kejadian investasi berdasarkan bukti-buktitransaksi yang sah ke Buku Jumal UmumSmn?8 jUmal- jUn1?1 transa^s^/kejadian investasi ke dalam BukuBesar masmg-masing rekening (sub rincian obiek)c AnSZ yang terdiri dari ^p0'-3" Reahsasianggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) Lanoran Ppnihohonuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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Kelompok | Jenis Dokumen
Investasi Jangka
Pendek

Investasi dalam Saham Sertifikat Saham/ Nota
Kredit/ Dokumen yang
Dipersamakan

Investasi dalam Deposito Sertifikat Deposito/ Nota
Kredit/ Dokumen yang_ Dipersamakan

Investasi dalam SUN Sertifikat
Obligasi/SUN/ Nota
Kredit/ Dokumen yang
Dipersamakan

Investasi dalam SBI Sertifikat SBI/Nota Kredit/Dokumen yang
Dipersamakan

Investasi dalam SPN Sertifikat SPN/ Nota Kredit/Dokumen yang
Dipersamakan

Investasi Jangka Pendek
BLUD Nota Kredit/ Dokumen

yang DipersamakanInvestasi Jangka
Panjang Non
Permanen

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Negara

SP2D-LS (jika tunai)/BAST
(jika berupa aset)/Nota
Kredit/ Dokumen yang
Dipersamakan

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Daerah

Investasi kepada Badan
Usaha Milik DaerahInvestasi dalam Obligasi Sertifikat SPN/ Nota Kredit/Dokumen yang
Dipersamakan

Investasi dalam Proyek
Pembangunan SP2D-LS (jika tunai)/BAST~

jika berupa aset)/Nota
Kredit/ Dokumen yang
Dipersamakan

Dana Bergulir SP2D-LS (jika tunai)/BAST
(jika berupa aset)/Nota
Kredit/Dokumen yang
DipersamakanInvestasi Jangka

Panjang Permanen
Penyertaan Modal SP2D-LS (jika tunai)/BAST

jika berupa aset)/Nota
Kredit/ Dokumen yang
Dipersamakan

Investasi-Pemberian
Pinjaman Daerah

SP2D-LS (jika tunai)/BAST
Üika berupa aset)/Nota
Kredit/ Dokumen yang
Dipersamakan

C. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI1. Perolehan Investasi
a' £e™lehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)Ketika pemerintah daerah melakukan

investasi jangka pendek dalam rangkaakuntansi di SKPKD mencatat jumal-

pembentukan/pembelian
manajemen kas, fungsi

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

_ fidak ada pencatatan
Debit Kredit NO

1
r JURNAL LO/NERACA

Uraian
Investasi Jangka Pendek

Kas di Kas Daerah

Debit
XXX

Kredit

XXX
b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Fungsi akuntansi di SKPKD mencatat peroiehan investasi jangka
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panjang dengan jurnal:

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Investasi Jangka Panjang Non
Pennanen

Debit Kredit NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Investasi Jangka Panjang Non
Permanen

Debit Kredit

Pengeluaran Pembiayaan
Dana Bergulir

Estimasi Perubahan SAL

XXX

XXX

Investasi Jangka Panjang Non
Permanen

Kas di Kas Daerah

XXX

XXX
2 Investasi Jangka Panjang

Permanen 2 Investasi Jangka Panjang
PermanenPengeluaran Pembiayaan -

Penyertaan Modal /Investasi
Estimasi Perubahan SAL

XXX

XXX

Investasi Jangka Panjang
Permanen
Kas di Kas Daerah

XXX

XXX
2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek
Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan denganpelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannyaakan digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi.

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Estimasi Perubahan SAL
Debit Kredit NO

JURNAL LO/NERACA
Uraian Debit Kredit

Pendapatan Bunga ... -
LRA —

1 Kas di Kas Daerah
Pendapatan Bunga - LO

XXX
XXX

b. Hasil Investasi Jangka Panjang
1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keur
mempengaruhi investasi j
Pemerintah daerah hanya m
perusahaan. Berdasarkan pt
dilakukan oleh perusahaan
jumlah dividen yang akar
Selanjutnya fungsi akuntansi

JURNAL LRA

itungan/kerugian perusahaan tidak
^ang dimiliki pemerintah daerah.
enerima dividen yang dibagikan olehmgumuman pembagian dividen yanginvestee, SKPKD dapat mengetahui
i diterima pada periode berjalan.
di SKPKD menjumal:

JURNAL I n/MFDAr-A

1
uraian

Tidak ada pencatatan
Debit Kredit NO

1
Uraian

nutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

Debit
XXX

Kredit

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah vantr

XXX

Pada saat perusahaan investe
pemerintah daerah, fungsi aki

.IIIPMAT I DA

O

?e membagikan dividen tunai kepada
.intansi di SKPKD mencatat jurnal

NO
1

Uraian
Estimasi Perubahan SAL

Debit Kredit NO
JURNAL LO/NERACA

Uraian Debit Kredit
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
- LRA _

AAA

XXX
1 Kas di Kasda

Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

XXX
XXX

2) Metode Ekuitas
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah
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daerah bennvestasi, SKPKD dapat mengetahui jumlah keuntunganperusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitaskeuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhijumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pada saatperusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi di SKPKDmencatat kejadian tersebut dengan melakukan penjumalan sebagai
Jumal LO dan Neraca

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Tidak ada pencatatan
Debit Kredit NO

1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Investasi Jangka Panjang
Pendapatan Basil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
- LO

Debit
XXX

Kredit

XXX

wwn33,! perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntanSKPKD akan mencatat penenmaan dividen (tunai) tersebut deijurnhii

si di
ngan

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

* s™“ p‘— “■

c. Pelepasan Investasi
1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek berdasarkanSKPK^melak"^^81 SKPKD’ Fun8si akuntans, diKPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat DirealisasikanKetika pendapatan bunga dari investasi jangka paniang nonpermanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir)8 telahJXw" di SKPKD mencatat P—maan bunga

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Estimasi Perubahan SAL
Pendapatan Basil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
-LRA

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Kas di Kasda

Investasi Jangka Panjang

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

_______
JURNAL LRA

Uraian
Estimasi Perubahan SAL

Debit
VW

Kredit NO
JURNAL LO/NERACA

Uraian Debit Kredit
Pendapatan Bunga Dana
Bergulir - LRA

XXX
1 Kas di Kasda

Pendapatan Bunga Dana
Bergulir - LO

XXX
XXX

NO
1

r JURNAL LRA
Uraian

Estimasi Perubahan SAL
Pendapatan .... - LRA

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Kas di Kasda
Pendapatan .... - LO
Investasi Jangka Pendek

Debit
XXX

Kredit

XXX
XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit1 Estimasi Perubahan SAL XXX 1 Kas di Kasda XXX
cmL

Penerimaan Pembiayaan- Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah

XXX Investasi Jangka Panjang XXX

Surplus Pelepasan
Investasi Jangka Panjang- LO

XXX
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7.

A.

2.

3.

4.

5.
6.

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Bendahara Pengeluaran

3 ma"faat lebih dan 12 (dua belas) bulan.3. Biaya perolehan aset dapat diukur/| 'T** _j _ i i• . -. *—. _ ~ ~ W1X4XVU secara andal.Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPDMe™p^^^ makSUd U"tUk digunakan"SKPD.
dipelihara Pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
a^^ terkait da'am siste” akuntansi aset tetap antara lain

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

taa? T tetaP’ P^^na teknis kegiatanbertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaranpelaksanaan pengadaan aset tetap pengeluaran

PPK-SKPD
aset ‘«ap, Pejabat penatausahaan keuanganSKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset teUp^

BAB IX
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

12 (duTbSb^.T^ memPunyai masa manfaat lebih dan

2. Hak atas tanah.

pengXTasS teSp^“ ^a
1. Berwujud.
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3.

4.

5.

6.

tan hingga penyajian laP°ran keuangan SKPD, dibantuoleh pelaksana akuntansi SKPD selaku fungsi akuntansi di SKPD.
B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

yang digUnakan da,am sistem -et tetap

Doemen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belaniamodal dengan cara pembayaran LS. 8 oeianja

Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetao

merup^ dot^m^ fse^pBenta Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan P‘

ko^ “ k pengakuan aset tetap

1. Bukti Belanja/ Pembayaran Aktiva Tetap
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan iumal

2 Be^AcTra^ danRbelanJa modal dengan cara pembayaran UP.z. öenta Acara Serah Tenma Barang/ PekerjaanDokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jumal atas£2^“akt,va tetaP cara pembayaran LS.
J

OrzU Lo

C. JURNAL STANDAR

Penenmaan Barang atau Benta Acara Serah Terima PPK-SKPD mpmhnntukti memonal aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna AnggaranPksTfnk®™ Berdasarkan dokumen-doktmen têrTbutPPK-SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap denmanS
NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Tidak ada pencatatan
Debit Kredit
XXX

1 XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Aset Tetap ....
Utang Belanja Modal ....

Debit Kredit
XXX

XXX

tersebut PPK-SKPDPakan mem^u^Tse^^^ SP2D’LS

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Belanja Modal ...
Estimasi Perubahan SAL

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

utang Belanja Modal ...
RK PPKD

Debit
XXX

Kredit

x5öT

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Belanja Modal ...
Estimasi Perubahan SAL

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Aset letap ....
Kas di Bendahara
Pengeluaran

Debit
XXX

Kredit

XXX
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Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakanbiaya perolehan tidak memungkmkan, maka digunakan nilai wajar pada saatperolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biayaperolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku danbiaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,perlengkapan, tenaga hstrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yangterjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

D. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN
St^n8e!Utran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akandikapitahsasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:L HTmbah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapatoerupa. *

a bertambah ekonomis/efisien, dan/ataub bertambah umur ekonomis, dan/atauc bertambah volume, dan/ataud bertambah kapasitas produksi.
2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harusnT a-aU meleb,hi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

dari h, I
m,n,mam kaP'tahsasi adalah penambahan nilai aset tetapdan hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. NilaiHarUS d’tuangkan di dalam kebijakanakuntansi di masing-masing entitas pelaporan

Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset sehimtisa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomisïtu^ mtatau^ 15 tahUn- Biaya renovasi telah melebihikapital^X^^'' PPK’SKPD menjumaI

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Belanja Modal ...
Estimasi Perubahan SAL

Debit
XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL lo/neraca
Uraian

Aset Tetap ....
Kas di Bendahara
Pengeluaran

Debit
XXX

Kredit

XXX

E. PELEPASAN ASET TETAP
Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetanpemindahtangaU

SomXX8 P^*™ a«‘ tetap. Setelah bukTX^^^AkuntX^muSembua^ PenggUna

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

1idak ada pencatatan
Debit Kredit NO

1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
Aset Tetap ....

Ekuitas
Aset Lainnya

Debit
XXX

XXX

Kredit

XXX
XXX

XXX
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NO

Sedangkan untuk pengh
penjualan, Pada saat aset I
transaksi penjualan fungsi

JURNAL LRA

apusan ase
.ersebut tela
akuntansi (

t tetap yang diikuti dengan proses
a dijual oleh SKPKD, berdasarkan bukti
ii SKPKD menjurnal:

JURNAL LO / NERACA
1

Uraian
Perubahan SAL

Hasil Penjualan Aset
Daerah

Debit
XXX

—

Kredit

XXX

NO
1

Uraian
Jika hasil penjualan surplus

Debit Kredit
Kas di Kasda

Aset Lainnya
Surplus Penjualan Aset

Jika hasil penjualan defifit
Kas di Kasda
Defisit Penjualan Aset

Aset Lainnya

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX



- 42 -

BAB X
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DANAMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

ezx ext-operasional. Penyesuaian nilai aset tetap t^ka^ng^ht^yang sistematis sesuai dengan m^a m T berbagai metode
digunakan harus dapat men^ambarkan manfaa

penyusutan ?ang
jasa (service potential) yang akan mengalir ke kemungki™n
tetap yang dapat disusutkan harus ditiniaut Masa manfaat aset
perbedaan besar dari estimasi sebelumnyrpenXttan^ terdaPatyang akan datang harus dilakuk™ ’ penyusutan Penode sekarang dan
digunakan adalahtetX EX' P^sutan yang
konstruksi dalam pengerjaan seluruh aset tern a met.hodk SeIa‘n tanah dan
dan karakteristik aset tersebut. pt^sutaXT^
Akumulasi Penyusutan di Neraca dan B^n^ tap dlsaJikan sebagai
Operasional. Akumulasi pentito ^nNeraca. J n me™pakan pengurang nilai aset tetap di

dialokSt^ terhadap, aset tidak berwujud yang
Amortisasi dilakukan terhadap aset takT^ maSa manfaatnya
d^'m yang dibatasi berdasarkan umur ataTbant ?e"gan umur manfaatdihasilkan sesuai dengan ketentuan banyaknya unit produk yang
dengan metode garis lurus, Amortisasi seüal triS" T A”Ortisasi dilakukan
amortisasi dan penyesuaian atas ataSïïtAset Tak Berwujud disajikan dalam Laporan On

Beryuj’’d- Beban amortisasiAset Tak Benvujud dilakukan denga^m ?n^suaiaaamortisasi Aset Tak Berwujud.
§ membentuk akun lawan akumulasi

A. PIHAK -PIHAK YANG TERKAIT

akuntansi SKPD selaku fungsi akunansid1sKPn p PelakSana
Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pentuni ’ engUrUS Bar“g

• Pengurus Barang Pengguna dan Pembarnu P^gurus Bar»™Dalam sistem akuntansi penyusutan ase
B ng

>«»«.W„.P„
B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

X1 i„„„a„
c. JURNAL STANDAR
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NO
JURNAL LRA

Uraian Debit Kredit NO
JURNAL LO/NERACA

Uraian1 Tidak ada pencatatan 1 Beban Penyusutan dan
Amortisasi .... XXX— Akumulasi Penyusutan /

Amortisasi ....
XXX



- 44 -
BAB XI

SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran (PSAP 01 Paragraf 8).

Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang
matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana
cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya
mencakup:
a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan

ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,
sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk
penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di
dalam peraturan daerah.

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain
PPK-SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang
lingkup tugas dan wewenang di SKPKD, dibantu oleh pelaksana akuntansi
SKPKD selaku fungsi akuntansi di SKPKD
1. Fungsi Akuntansi di SKPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, fungsi akuntansi di SKPKD
memiliki tugas sebagai berikut:
a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke

dalam Buku Besar masing-masing rekening (sub rincian objek)
c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran
Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PA memiliki tugas:
a. menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD (dalam sebagai

entitas akuntansi) sebelum diserahkan dalam proses
penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi di
SKPKD (dalam fungsi sebagai entitas pelaporan).

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara
lainnya:
1. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening

kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum

Daerah;
4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan;
5. Dokumen lainnya.
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C. JURNAL STANDAR

P“catata" di SKPD “rkait dengan Sistem Akuntansi Danaadangan, karena Dana Cadangan merupakan transaksi di SKPKDPencatatan di SKPKD terkait Sistem Akuntans^ Dana cXg^ adalah padasaat Pembentukan Dana Cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS?danpada saat pencairan Dana Cadangan sesuai ketentuan yÏÏig ditetapkÏÏÏPeraturan Dayah tentang Pembentukan Dana Cadangan dengancontoh pencatatan sebagai berikut: ®

NO
1

JURNAL LRA
Uraian

Pencatatan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan

Estimasi Perubahan SAL

Debit

XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Pencatatan Semula
Dana Cadangan

Kas di Kas Daerah

Debit

'XXX

Kredit

XXX
2 Pencairan Dana Cadangan

Estimasi Perubahan SAL XXX
2 Pencairan Dana Cadangan

Kas di Kas Daerah XXX

3

rencairan Dana Cadangan

Apabila Penerimaan Jasa Giro
Menambah Dana Cadangan
Tidak ada pencatatan

XXX

3

Dana Cadangan

Apabila Penerimaan Jasa Giro
Menambah Dana Cadangan

XXX

Dana Cadangan
Jasa Giro - LO

XXX
XXX

4
Apabila Penerimaan Jasa Giro
Disetorkan Rekening Kas
Daerah yang menambah
Pendapatan Jasa Giro

4
Apabila Penerimaan Jasa Giro
Disetorkan Rekening Kas
Daerah yang menambah
Pendapatan Jasa GiroEstimasi Perubahan SAL XXX Dana Cadangan XXX— Jasa Giro - LRA XXX Jasa Giro - LO XXX
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BAB XII
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

... . As55 Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapatdiklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dandana cadangan.

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Pihak-Pihak Terkait SKPD / SKPKD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada SKPD
lain PPK'SKPD dibantu oleh pelaksana akuntansi diSKPD/SKPKD selaku fungsi akuntansi di SKPD/SKPKD.a. Fungsi Akuntansi di SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya memiliki tugas sebagai berikut:1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-buktitransaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
2) Memposting jumal-jumal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalamBuku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan PerubahanEkuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).b. Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD danPengurus Barang Pengguna SKPD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD,Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengurus Barang Pengguna SKPDmemiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumenatas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistemakuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. PA/KPA
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki tugas:
1) Menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD sebelumdiserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yangdilakukan oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD.
2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen pada SKPD dan SKPKD
Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya
pada SKPKD: J

Uraian Dokumen
Tagihan Jangka
Panjang

Tagihan Penjualan
Angsuran

Kontrak/ Peijanjian Penjualan
secara Angsuran/Berita Acara
Penjualan/yang Dipersamakan

Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah

Keputusan Pembebanan
dan/atau Dokumen yang
Dipersamakan

Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga

Sewa Kontrak/ Peijanjian Sewa/yang
Dipersamakan

Keijasama
Pemanfaatan

Kontrak/Peijanjian Keijasama -
Pemanfaatan/Dokumen yang
Dipersamakan

Bangun Guna
Serah/Bangun Serah
Guna (BGS/BSG)

Kontrak/ Peijanjian Keijasama -
BGS/ Dokumen yang
Dipersamakan
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Uraian Dokumen
Kerja Sama
Penyediaan
Infrastruktur

Kontrak/ Perjanjian Kerjasama-
BSG & BAST/ Dokumen yang
Dipersamakan

Aset Tidak
Berwujud

Goodwill Dokumen menyesuaikan

Lisensi dan
Franchise

Surat/ Izin dari pemegang
Haki/Dokumen yang
Dipersamakan

Hak Cipta Haki/Dokumen yang
Dipersamakan

Hak Paten Haki/ Dokumen yang
Dipersamakan

Software SP2D/ Dokumen menyesuaikan
Kajian Dokumen menyesuaikan
Aset Tidak Berwujud
Yang Mempunyai
Nilai Sejarah/Budaya

Dokumen menyesuaikan

Aset Tidak Berwujud
Dalam Pengerjaan

Dokumen menyesuaikan

Aset Tidak Berwujud
Lainnya

Dokumen menyesuaikan

Aset Lain-lain Aset Lain-lain Per-KDH/SP2D/Dokumen yang
Dipersamakan

C. JURNAL STANDAR
1. Tagihan Jangka Panjang-Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima
dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai
pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain
adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan
penjualan rumah golongan III (Buletin Teknis SAP 02 tentangPenyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah).
Transaksi Tagihan Penjualan Angsuran merupakan transaksi yang
menjadi kewenangan SKPKD sehingga SKPD tidak mencatat transaksitersebut.
Transaksi Tagihan Penjualan Angsuran pada SKPKD dilakukan dengan
contoh pencatatan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Penandatangan Berita Acara
Penjualan Angsuran

1 Penandatangan Berita Acara
Penjualan Angsuran

Tidak ada pencatatan Penandatangan Berita Acara
Penjualan Angsuran XXX

Aset Lain-lain-Aset Tetap
yang Tidak Digunakan
Dalam Operasional
Pemerintah

XXX

2 Reklasifikasi Tagihan
Penjualan Angsuran yang
jatuh tempo tahun
berikutnya

2 Reklasifikasi Tagihan
Penjualan Angsuran yang
jatuh tempo tahun berikutnya

Tidak ada pencatatan Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas

XXX

Tagihan Angsuran
Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas.

XXX

3 Saat pembayaran oleh 3 Saat pembayaran oleh pegawai —
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

pegawai
Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Kas Daerah XXX

Basil Penjualan Aset
Lainnya-Aset Lain-Lain XXX

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas

XXX

2. Tagihan Jangka Panjang- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.
Sistem Akuntansi Tagihan Jangka Panjang-Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian daerah yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau
pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
a) pencatatan di SKPD

Contoh pencatatan yang dilakukan atas transaksi Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah adalah sebagai berikut:

4) Yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bendahara

5) Yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara
atau pejabat lain

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Pada saat diketahui adanya

kekurangan kas
1 Pada saat diketahui adanya

kekurangan kas
Tidak ada pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah Terhadap Bendahara
XXX

Kas di Bendahara
Pengeluaran

XXX

2 Pada saat ditandatangani
SKTJM/SKP2K

2 Pada saat ditandatangani
SKTJM/SKP2K

Tidak ada pencatatan
Piutang Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap
Bendahara

XXX

Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah terhadap
Bendahara-LO

XXX

3 Reklasifikasi Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah yang
jatuh tempo tahun berikutnya

3 Reklasifikasi Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah yang
jatuh tempo tahun berikutnya

Tidak ada pencatatan Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

XXX

Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap
Bendahara

XXX

4 Saat Pern bayaran 4 Saat Pembayaran
Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara

Pengeluaran
XXX

Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
terhadap Bendahara

XXX
Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara

XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA

NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Pada saat diketahui adanya
kehilangan misal aset tetap
berdasarkan surat kehilangan

1 Pada saat diketahui adanya
kehilangan misal aset tetap
berdasarkan surat kehilangan

Tidak ada pencatatan Aset Tetap yang Tidak
Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah

XXX

Akumulasi Penyusutan Alat
Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan

XXX

Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan XXX

2 Pada saat pengalihan aset lain-
lain kepada SKPKD

2 Pada saat pengalihan aset lain-
lain kepada SKPKD

Tidak ada pencatatan RK PPKD XXX
Aset tetap yang tidak
digunakan dalam
Operasional Pemerintah

XXX

b) Pencatatan di SKPKD
SKPKD mempunyai kewenangan dalam pengenaan Tuntutan Ganti
Rugi untuk Aset Tetap dengan contoh pencatatan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Pada saat menerima

pengalihan Aset Lain-lain dari
SKPD

1 Pada saat menerima
pengalihan Aset Lain-lain dari
SKPD

Tidak ada pencatatan Aset tetap yang tidak
digunakan dalam Operasional
Pemerintah

XXX

RK SKPD XXX

2 Pada saat keputusan TGR,
ditandatangani SKTJM/ SKP2K
dan penghapusan Aset

2 Pada saat keputusan TGR,
ditandatangani SKTJM/
SKP2K dan penghapusan Aset

Tidak ada pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah

3 Reklasifïkasi Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang jatuh
tempo tahun berikutnya

3 Reklasifïkasi Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang jatuh
tempo tahun berikutnya

Tidak ada pencatatan Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain

XXX

Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain

XXX

4 Saat Pembayaran 4 Saat Pembayaran
Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Kas Daerah XXX

Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain

XXX Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau

XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/ NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

Pejabat Lain

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki (Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah). Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik
Negara/ Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.
a) Pencatatan di SKPD

Pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Sewa berkaitan dengan
adanya transaksi sewa atas aset tetap yang ada pada Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang sebagai salah satu bentuk optimaüsasi aset milik
daerah. Aset tetap yang disewakan kepada pihak lain maka pencatatan
aset tetap direklasifikasi menjadi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga -
Sewa dengan nilai sebesar nilai buku dan pada saat aset tetap tersebut
digunakan kembali untuk operasional SKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya maka dicatat kembali menjadi aset tetap sebesar
nilai buku. Contoh pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga -Sewa
dapat dijelaskan sebagai berikut

JURNAL LRA JURNAL LO/ NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Aset tetap pada Pengguna

Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya disewakan

1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya disewakan

Tidak ada pencatatan RK PPKD XXX
Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Keija-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX

2 Aset tetap pada Pengguna
Barang disewakan oleh
Pengguna Barang

2 Aset tetap pada Pengguna
Barang disewakan oleh
Pengguna Barang

a Penghentian Aset Tetap dari
penggunaan operasional
SKPD

a Penghentian Aset Tetap dari
penggunaan operasional
SKPD

Tidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Sewa

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Keija-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan
Aset Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga - Sewa

XXX

b Saat pembayaran sewa 2
(dua) hari sebelum perjanjian

b Saat pembayaran sewa 2
(dua) hari sebelum perjanjian

Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX —Retribusi Penyewaan
Tanah dan Bangunan -
LRA

XXX Setoran Kelebihan
Pembayaran dari Pihak III

XXX

Hasil Sewa BMD - LRA XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

c Pengakuan Pendapatan pada
akhir periode pelaporan

c Pengakuan Pendapatan pada
akhir periode pelaporan

Tidak ada pencatatan Setoran Kelebihan
Pembayaran dari Pihak III

XXX

Retribusi Penyewaan
Tanah dan Bangunan -
LO

XXX

Hasil Sewa BMD - LO XXX

d Penggunaan Aset Kemitraan
Dengan Pihak Ketiga - Sewa
untuk operasional SKPD

d Penggunaan Aset Kemitraan
Dengan Pihak Ketiga - Sewa
untuk operasional SKPD
Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan Aset
Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Sewa

XXX

Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga -Sewa

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

b) Pencatatan di SKPKD
Pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada SKPKD
merupakan pencatatan Aset Tetap pada Pengelola Barang dengan
contoh pencatatan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Aset tetap pada Pengguna

Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya disewakan

1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya disewakan

Tidak ada pencatatan Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX —
Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung
Kantor

XXX

—— RK SKPD XXX
2 Reklasifikasi ke Aset Lainnya-

Kemitraan Pihak Ketiga Sewa
2 Reklasifikasi ke Aset Lainnya-

Kemitraan Pihak Ketiga SewaTidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Sewa

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan
Aset Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga - Sewa

XXX

3 Saat pembayaran sewa 2 (dua)
hari sebelum perjanjian

3 Saat pembayaran sewa 2 (dua)
hari sebelum perjanjian

—
Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXXHasil Sewa BMD XXX Setoran Kelebihan XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

Pembayaran dari Pihak III

4 Pengakuan Pendapatan pada
akhir periode pelaporan

4 Pengakuan Pendapatan pada
akhir periode pelaporan

Tidak ada pencatatan Setoran Kelebihan
Pembayaran dari Pihak III

XXX

Hasil Sewa BMD XXX

5 Penghentian Transaksi Sewa 5 Penghentian Transaksi Sewa
Tidak ada pencatatan Tanah untuk Bangunan

Tempat Kerja
XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan Aset
Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Sewa

XXX

Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga -Sewa

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga -Kerja Sama Pemanfaatan
Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Negara/ Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan
sumber pembiayaan lainnya
Sistem Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama
Pemanfaatan digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
a) Pencatatan di SKPD

Pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan
berkaitan dengan adanya transaksi kerjasama pemanfaatan atas aset
tetap yang ada pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sebagai salah
satu bentuk optimalisasi aset milik daerah. Aset tetap yang
dikerjasamakan kepada pihak lain maka pencatatan aset tetap
direklasifikasi menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama
Pemanfaatan dengan nilai sebesar nilai buku dan pada saat aset tetap
tersebut digunakan kembali untuk operasional SKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya maka dicatat kembali menjadi aset tetap
sebesar nilai buku. Contoh pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerjasama Pemanfaatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA — —NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya dilakukan
Kerjasama Pemanfaatan

1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya dilakukan
Kerjasama PemanfaatanTidak ada pencatatan RK PPKD XXX
Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

2 Aset tetap pada Pengguna
Barang dikerjasama
pemanfaatan oleh
Pengguna Barang

2 Aset tetap pada Pengguna
Barang dikeijasama
pemanfaatan oleh
Pengguna Barang

a Penghentian Aset Tetap dari
penggunaan operasional
SKPD

a Penghentian Aset Tetap dari
penggunaan operasional
SKPD

Tidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Kerja Sama
Pemanfaatan

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan
Aset Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga - Kerja
Sama Pemanfaatan

XXX

b Saat pembayaran kontribusi
tetap

b Saat pembayaran kontribusi
tetap

Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Hasil Kerja Sama
Pemanfaatan BMD

XXX Hasil Kerjasama
Pemanfaatan BMD

XXX

c Saat pembayaran pembagian
keuntungan hasil kerja sama
pemanfaatan

c Saat pembayaran pembagian
keuntungan hasil kerja sama
pemanfaatan

Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Hasil Kerja Sama
Pemanfaatan BMD

XXX Hasil Kerjasama
Pemanfaatan BMD

XXX

d Penggunaan Aset Kemitraan
Dengan Pihak Ketiga -
Kerjasama Pemanfaatan
untuk operasional SKPD

d Penggunaan Aset Kemitraan
Dengan Pihak Ketiga -
Kerjasama Pemanfaatan
untuk operasional SKPD

Tidak ada pencatatan Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan Aset
Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Kerja Sama
Pemanfaatan

XXX

Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga- Kerja Sama
Pemanfaatan

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung
Kantor

XXX

b) Pencatatan di SKPKD
Pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga pada SKPKD merupakan pencatatan Aset Tetap pada Pengelola
Barang dengan contoh pencatatan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya digunakan untuk
Kerja Sama Pemanfaatan

1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola BMD untuk
selanjutnya digunakan untuk
Kerja Sama Pemanfaatan
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

Tidak ada pencatatan Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
RK SKPD XXX
Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung
Kantor

XXX

2. Reklasifïkasi ke Aset Lainnya-
Kemitraan Pihak Ketiga-
Kerjasama Pemanfaatan

2 Reklasifïkasi ke Aset Lainnya-
Kemitraan Pihak Ketiga-
Kerjasama Pemanfaatan

Tidak ada pencatatan Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Kerjasama
Pemanfaatan

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan
Aset Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga - Kerjasama
Pemanfaatan

XXX

3 Saat pembayaran kontribusi
tetap

3 Saat pembayaran kontribusi
tetap

Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Hasil Kerja Sama
Pemanfaatan BMD

XXX Hasil Kerjasama
Pemanfaatan BMD

XXX

4. Saat pembayaran pembagian
keuntungan hasil kerja sama
pemanfaatan

4. Saat pembayaran pembagian
keuntungan hasil kerja sama
pemanfaatan

Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Hasil Kerja Sama
Pemanfaatan BMD

XXX Hasil Kerjasama
Pemanfaatan BMD

XXX

5. Penghentian Kerjasama
Pemanfaatan

5. Penghentian Kerjasama
Pemanfaatan

Tidak ada pencatatan Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan Aset
Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Kerja Sama
Pemanfaatan

XXX

Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Kerja Sama
Pemanfaatan

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung
Kantor

XXX

5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah
Guna (BGS/BSG)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak ataulebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usahayang dimiliki (Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal
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Pemerintah Daerah). Bangun Guna Serah (BGS) adalah Pemanfaatan
Barang Milik Negara/ Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya
jangka waktu.
Bangun Serah Guna (BSG) adalah Pemanfaatan Barang Milik
Negara/ Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
a) Pencatatan di SKPD

Pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna (BGS/ BSG) pada SKPD hanya sebatas
penyerahan barang pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dengan contoh pencatatan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Aset tetap pada Pengguna

Barang diserahkan kepada
Pengelola Barang untuk
selanjutnya untuk Bangun
Guna Serah/ Bangun Serah
Guna

1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola Barang untuk
selanjutnya untuk Bangun
Guna Serah/ Bangun Serah
Guna

Tidak ada pencatatan RK PPKD XXX
Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

b) Pencatatan di SKPKD
Pencatatan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga- Bangun Guna
Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) pada SKPKD merupakan
pencatatan Aset Tetap pada Pengelola Barang dengan contoh
pencatatan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1 Aset tetap pada Pengguna

Barang diserahkan kepada
Pengelola Barang untuk
selanjutnya untuk Bangun
Guna Serah/ Bangun Serah
Guna

1 Aset tetap pada Pengguna
Barang diserahkan kepada
Pengelola Barang untuk
selanjutnya untuk Bangun
Guna Serah/ Bangun Serah
Guna

Tidak ada pencatatan Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

RK SKPD XXX

2 Reklasifikasi ke Kemitraan
Pihak Ketiga-Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna
Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna

Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

3 Pembayaran Kontribusi 3 Pembayaran Kontribusi
Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXXBasil dari Bangun Guna

Serah - LRA
XXX Basil dari Bangun Guna

Serah - LO
XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

Hasil dari Bangun Serah
Guna - LRA

Hasil dari Bangun Serah
Guna - LO

XXX

4. BAST Setelah Perjanjian
Bangun Guna Serah/Bangun
Serah Guna berakhir

4 BAST Setelah Perjanjian
Bangun Guna Serah/Bangun
Serah Guna berakhir
Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja

XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga - Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna

XXX

Hasil dari Bangun Guna
Serah

XXX

Hasil dari Bangun Serah
Guna

XXX

6. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus
memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan
mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. ATB diklasifikasikan
sebagai berikut:
1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan
pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan frenchise
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dan suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka
waktu dan syarat tertentu.
Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan
hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan
intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan
suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak
lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan
jasa.

3) Hak Cipta
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan.

4) Hak Paten
Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untukmelaksanakannya.

5) Software
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Digunakan untuk mencatat software komputer, yang dapat disimpandalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk,disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
6) Kajian

Digunakan untuk mencatat suatu kajian atau pengembangan yangmemberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akandatang yang dapat diidentifïkasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidakdapat diidentifïkasi dan tidak memberikan manfaat ekonomisdan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
7) Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

Digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan, dibuat untukmendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/ rekaman peristiwalalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagipemerintah ataupun masyarakat.
8) Aset Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan yaitu pengembangan suatu asettak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktupenyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan
pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal teijadiseperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangkapengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harusdiakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengeijaan (intangible asset -work inprogress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akandireklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

9) Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan ATB yang tidak dapatdiklasifikasikan ke dalam ATB huruf a) sampai dengan h).

Pencatatan:
a) Pencatatan di SKPD

Pencatatan di SKPD merupakan pencatatan adanya penambahan AsetTak Berwujud baik yang berasal dari Belanja Modal, Belanja Barangdan Jasa maupun penerimaan hibah serta adanya pengurangankarena pelimpahan kepada SKPD lain atau penghentian denganpencatatan sebagai berikut:
1) Penambahan aset tak berwujud

Penambahan Aset Tak Berwuj
JURNAL LRA_______ ud dapat dirinci sebagai berikut:

JURNAL LO/NERACA —NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Perolehan Goodwill 1. Perolehan Goodwill Investasi
PermanenTidak ada pencatatan 1.5.0 Goodwill XXX —

RK PPKD XXX
2 Perolehan Lisensi dan

franchaise
2 Perolehan Lisensi dan

franchaise
Belanja Modal Lisensi dan
Franchise

XXX Lisensi dan Franchise XXX
Estimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

3. Perolehan Hak Cipta 3 Perolehan Hak Cipta
Belanja Modal Hak Cipta XXX Hak Cipta XXXEstimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

4. Perolehan Paten 4 Perolehan Paten —Belanja Modal Hak Paten XXX Hak Paten XXXEstimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX
5. Perolehan Software melalui 5 Perolehan Software melalui —
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA

NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
Belanja Barang dan Jasa -
Jasa Konsultan

Belanja Barang dan Jasa -
Jasa Konsultan

Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Bidang-
Telematika

XXX Software XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

6 Perolehan Kajian melalui
Belanja Barang Jasa
Konsultan

6 Perolehan Kajian melalui
Belanja Barang Jasa
Konsultan

Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan
Teknik

XXX Kajian XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

7. Perolehan Aset Tidak
Berwujud Yang Mempunyai
Nilai Sejarah/Budaya melalui
Belanja Jasa Konsultan

7. Perolehan Aset Tidak
Berwujud Yang Mempunyai
Nilai Sejarah/Budaya melalui
Belanja Jasa Konsultan

Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan-Jasa
Khusus

XXX ATB - Aset Tidak Berwujud
Yang Mempunyai Nilai
Sejarah/ Budaya

XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

8. Pengakuan ATB Dalam
Pengeijaan

8. Pengakuan ATB Dalam
Pengeijaan

Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Bidang-
Telematika

XXX Aset Tidak Berwujud
Dalam Pengeijaan

XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX RK PPKD XXX

9. Penerimaan ATB dari Hibah 9. Penerimaan ATB dari Hibah
Tidak ada pencatatan Lisensi dan Franchise XXX

Hak Cipta XXX
Hak Paten XXX
Software XXX
Kajian XXX
Aset Tidak Berwujud Yang
Mempunyai Nilai Sejarah/
Budaya

XXX

Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat

XXX

2) Pengurangan aset tak berwujt
Pengurangan Aset Tak Berwu

,
JURNAL LRA

id
ud dapat dirinci sebagai berikut:

JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Penghentian penggunaan ATB 1. Penghentian penggunaan ATB

Tidak ada pencatatan Aset Rusak Berat/Usang XXX
Akumulasi Amortisasi Aset
Tidak Berwujud-Software

XXX

Software XXX

2 Penghapusan ATB 2 Penghapusan ATB
Tidak ada pencatatan Defisit Penjualan Aset

Lainnya-Aset Lain-Lain
XXX

Aset Rusak Berat/Usang XXX
3 Pemberian Hibah 3 Pemberian Hibah

Tidak ada pencatatan Beban Hibah Barang
kepada PemerintahDaerah
Lainnya

XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah

XXX

4. Penyerahan ke Pengelola
Barang

4. Penyerahan ke Pengelola
Barang

Tidak ada pencatatan RK PPKD XXX
Akumulasi Amortisasi Aset
Tidak Berwujud-Software

XXX

Software XXX

b) Pencatatan di SKPKD
Pencatatan ATB di SKPKD adalah pencatatan yang berkaitan dengan
mutasi penambahan dan pengeluaran ATB yang berada pada Pengelola
Barang dengan contoh pencatatan sebagai berikut:
1) Pencatatan penambahan Aset Tak Berwujud

Penambahan Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

2) Pencatatan pengurangan Aset Tak Berwujud
Pengurangan ATB di SKPKD dilakukan dengan contoh pencatatan
sebagai

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
1. Penerimaan ATB dari Hibah 1. Penerimaan ATB dari Hibah

Tidak ada pencatatan Lisensi dan Franchaise XXX
Hak Cipta XXX
Hak Paten XXX
Software XXX
Kajian XXX
Aset Tidak Berwujud Yang
Mempunyai Nilai Sejarah/
Budaya

XXX

Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat

XXX

2. Penerimaan dari Pengguna
Barang

2. Penerimaan dari Pengguna
Barang

Tidak ada pencatatan Software XXX
Akumulasi Amortisasi Aset
Tidak Berwujud- Software

XXX

— RK SKPD XXX

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Penghentian penggunaan ATB 1. Penghentian penggunaan ATB

Tidak ada pencatatan Aset Rusak Berat/Usang XXX
Akumulasi Amortisasi Aset
Tidak Berwujud-Software

XXX

Software XXX
2 Penghapusan ATB 2 Penghapusan ATB

Tidak ada pencatatan Defisit Penjualan Aset
Lainnya-Aset Lain-Lain

XXX

Aset Rusak Berat/Usang XXX
3 Pemberian Hibah 3 Pemberian Hibah

Tidak ada pencatatan Beban Hibah Barang kepada
PemerintahDaerah Lainnva

XXX

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan Dalam

XXX
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit

Operasional Pemerintah

4 Penyerahan ke SKPD Lain 4 Penyerahan ke SKPD
Tidak ada pencatatan RK SKPD XXX

Akumulasi Amortisasi Aset
Tidak Berwujud-Software

XXX

ATB- Software XXX

7. Aset Lain-lain
Aset Lain-Lain adalah aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan
Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak
Ketiga.
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam asset lain-lain hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak
digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
Aset Lain-Lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Aset Rusak Berat/Usang

Digunakan untuk mencatat aset tetap yang secara permanen
dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat
ekonomi di masa yang akan datang.

2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam
kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan
aktif.

Pencatatan:
a) Pencatatan di SKPD

Pencatatan Aset Lain-lain di SKPD dilakukan saat terjadinya
penambahan Aset Lain- lain dan pengurangan Aset Lain-lain.
Penambahan Aset Lain-lain antara lain berasal dari:
1) Pencatatan penambahan Aset Lain-lain pada SKPD dilakukan

sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Penghentian Aset Tetap dalam

kondisi usang atau rusak
berat dan akan dimusnahkan
atau
dihapuskan

1. Penghentian Aset Tetap dalam
kondisi usang atau rusak
berat dan akan dimusnahkan
atau
dihapuskan

Tidak ada pencatatan Aset Rusak Berat/Usang XXX
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan

XXX

Akumulasi Penyusutan Alat
Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan

XXX

Ekuitas XXX
2 Penghentian persediaan

karena kedaluwarsa, usang
atau rusak berat dan
diusulkan untuk
dimusnahkan

2 Penghentian persediaan
karena kedaluwarsa, usang
atau rusak berat dan
diusulkan untuk
dimusnahkan

Tidak ada pencatatan Aset Rusak Berat/Usang XXX
1 Obat-Obatan XXX
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2) Contoh pencatatan pengurangan Aset Lain-lain pada SKPD
dilakukan sebagai berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA —NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Surat Keputusan Bupati
tentang penghapusan Aset
Tetap dalam kondisi usang
atau rusak berat

1. Surat Keputusan Bupati
tentang penghapusan Aset
Tetap dalam kondisi usang
atau rusak berat

Tidak ada pencatatan Ekuitas XXX

—
Aset Lain-Iain-Aset
Rusak Berat/Usang

XXX

b) Pencatatan di SKPKD
Pencatatan di SKPKD merupakan pencatatan mutasi Aset Lain-lain
pada Pengelola Barang dilakukan saat adanya penambahan danpengurangan Aset Lain-lain yang ada pada Pejabat PenatausahaanBarang.
Pencatatan penambahan Aset Lain-lain pada SKPD dilakukan sebagai
berikut:

Pengurangan Aset Lain-lain pada Pejabat Penatausahaan Barangdengan contoh pencatatan sebagai berikut

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Penerimaan penyerahan dari

Pengguna Barang
1 Penerimaan penyerahan dari

Pengguna Barang
Tidak ada pencatatan Tanah untuk Bangunan

Tempat Kerja
XXX

Bangunan Gedung Kantor XXX
Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

RK SKPD XXX
2 Penghentian Aset Tetap

berupa tanah dan /atau
bangunan yang akan
dipindahtangankan dalam
bentuk penjualan, tukar
menukar, hibah dan
penyertaan modal daerah.

2 Penghentian Aset Tetap
berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan
dipindahtangankan dalam
bentuk penjualan, tukar
menukar, hibah dan
penyertaan modal daerah.Tidak ada pencatatan Aset Tetap yang Tidak
Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah

XXX

Akumulasi Penyusutan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

XXX

Tanah untuk Bangunan
Tempat Keria

XXX

— 1 Baneiman Gediina kantor

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian1. Berita Acara Serah Terima
Aset Tetap yang ada pada
Pejabat Penatausahaan
Barang untuk Penjualan

1 Berita Acara Serah Terima
Aset Tetap yang ada pada
Pejabat Penatausahaan
Barang untuk Penjualan

ivi cmi

Tidak ada pencatatan Piutang Hasil Penjualan Alat
Angkutan

XXX
-
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JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA

NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit
Surplus Penjualan Alat
Angkutan

XXX

Aset Lain-Iain-Aset Tetap
yang Tidak Digunakan
Dalam Operasional
Pemerintah

XXX

2 Surat Keputusan Bupati
tentang Penghapusan Aset
Tetap yang ada pada Pengelola
Barang

2 Surat Keputusan Bupati
tentang Penghapusan Aset
Tetap yang ada pada Pengelola
Barang

Tidak ada pencatatan Ekuitas XXX
Aset Lain-Iain-Aset Rusak
Berat/Usang

XXX
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BAB XIII
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomipemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibatmelakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yangbekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasipendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajibanbersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensiatas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban jangka pendekadalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulansetelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yangdiharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. 00

A. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD
Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaranutang khususnya utang jangka pendek.
1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban si SKPDterdin atas: PPTK, PPK-SKPD dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPDselaku fungsi akuntansi di SKPD
a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untukpengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai
berikut:
1) melakukan pembelian/ pengadaan barang/jasa berdasarkankebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumenlain yang dipersamakan;
2) menenma barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikandengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
3) menyiapkan dokumen pembayaran.

b) Fungsi akuntansi di SKPD
Dalam sistem akuntansi kewajiban memiliki tugas sebagai berikut:1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalamBuku Besar masing-masing rekening (rincian objek);3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan PerubahanEkuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)c) Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran.
menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD (dalam sebagaientitas akuntansi) sebelum diserahkan dalam proses

yang dilakukan oleh fungsi akuntansi dioKrKD (dalam fungsi sebagai entitas pelaporan).Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajibana) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan AkuntansiDaerah;

antara lain:
Pemerintah

b) Nota Pesanan;
c) Berita Acara Serah Terima;
d) Kuitansi;
e) Surat Perjanjian Kerja;



- 64 -

f) SP2D UP/GU/TU;
g) SP2DLS;
h) Surat Pemyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan

keuangan SKPD.

3. Jurnal Standar
Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya
utang dan pembayaran utang.
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang
telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, fungsi akuntansi di
SKPD akan mengakui adanya utang dengan contoh pencatatan sebagai
berikut:

JURNAL LRA JURNAL LO/NERACANO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Pemakaian Jasa pada akhir
periode pelaporan

1 Pemakaian Jasa pada akhir
periode pelaporan

Tidak ada pencatatan Beban Tagihan Telepon XXX
Utang Belanja Tagihan
Telepon

XXX

2 Penyerahan Konstruksi
Pekerjaan saat BAST

2 Penyerahan Konstruksi
Pekerjaan saat BAST

—
Tidak ada pencatatan Konstruksi Dalam

Pengerjaan
XXX

——
Utang Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat
Kerja

XXX

3 Pembayaran hutang dengan
menggunakan UP/GU

3 Pembayaran hutang dengan
menggunakan UP/GU

—
Belanja tagihan telepon XXX Utang Belanja Tagihan

Telepon
XXX

Estimasi perubahan SAL XXX Kas di bendahara
pengeluaran

XXX

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPKD
Akuntansi kewajiban di SKPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaranutang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu akuntansikewajiban dan akuntansi pembiayaan.
1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPKDterdiri atas PPK-SKPKD dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPKD selakufungsi akuntansi di SKPKD
a) Fungsi Akuntansi di SKPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban memiliki tugas sebagai berikut:1) mencatat transaksi/ kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jumal-jumal transaksi/kejadian investasi ke dalamBuku Besar masing-masing rekening (sub rincian objek);
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan PerubahanEkuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)b) Bendahara Umum Daerah (BUD)
Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsimengadmimstrasi penerimaan utang, pembahayaran utang danreklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:
1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran danreklasifikasi utang;
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2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi akuntansi di SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala
SKPKD.

c) Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran
1) menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD (dalam sebagai

entitas akuntansi) sebelum diserahkan dalam proses
penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi di
SKPKD (dalam fungsi sebagai entitas pelaporan).

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.

2. Dokumen Yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD
antara lain Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah; Surat Perjanjian Utang; Nota Kredit; dan SP2D LS.

3. Jumal Standar
Contoh pencatatan pada SKPKD:

. JURNAL LRA JURNAL LO/NERACA
NO Uraian Debit Kredit NO Uraian Debit Kredit1. Penerimaan Utang Dalam

Negeri Pemerintah Pusat
1. Penerimaan Utang Dalam

Negeri Pemerintah Pusat
Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Kas Daerah XXX

Pinjaman Daerah dari
Lembaga Keuangan Bank
(LKB)-BUMN- Jangka
Menengah

XXX Utang kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-
BUMN- Jangka Menengah

XXX

2 Reklasifikasi menjadi Bagian
Lancar Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri

2 Reklasifikasi menjadi Bagian
Lancar Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri

Tidak ada pencatatan Utang kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-
BUMN-Jangka Menengah

XXX

Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang kepada
Lembaga Keuangan Bank
(LKB)-BUMN-Jangka
Menengah

XXX

3 Saat pembayaran pokok
pinjaman

3 Saat pembayaran pokok
pinjaman

Pembayaran Pinjaman Daerah
dari Lembaga Keuangan Bank
(LKB) BUMN-Jangka
Menengah

XXX Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang kepada Lembaga
Keuangan Bank (LKB)-BUMN-
Jangka Menengah

XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX Kas di Kas Daerah XXX
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BAB XIV
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/posyang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yangseharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuanganperiode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan
merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatuakun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkankarena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standardan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan diperiode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan padaperiode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuanterhadap beberapa kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan diklasifikasikansebagai berikut:
a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akanterjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadisecara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajakyang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahanpembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijaminoleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbedadengan nilai piutang yang dicatat.

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di terdiriatas:
1. PPK SKPD dibantu oleh pelaksana akuntansi di SKPD/SKPKD selakufungsr akuntansi di SKPD/SKPKD
2. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)a. menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD (dalam sebagaientitas akuntansi) sebelum diserahkan dalam proses

yang dilakukan oleh fungsi akuntansi diSKPKD (dalam fungsi sebagai entitas pelaporan)b. menandatangani surat pemyataan tanggung jawab SKPKD
B. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Kesalahan Tidak Berulang
a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalanKesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yanghdak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutandalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanjapendapatan LO, maupun beban. J ’

Ilustrasi:
Pengembahan Pendapatan Pajak yang diterima pada tahun yangbersangkutan kepada Wajib Pajak karena terjadi kesalahan
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JURNAL LO/NERACADebit Kredit Debit Kredit
XXX XXXXXX XXX

2 Penyetoran ke Rek. Kasda 2
XXX

XXXKas di Bendahara
Penerimaan

Penyetoran ke Rek. Kasda
RK - PPKD

NO
1

NO
1 Uraian

Pencatatan Semula
Kas di Bendahara Penerimaan

Pajak Hotel - LO

JURNAL LRA
Uraian

Pencatatan Semula
Estimasi Perubahan SAL

Pajak Hotel - LRA

3 Pencatatan Koreksi
Pendapatan dari Pengembalian

LRA
Estimasi Perubahan SAL

XXX

XXX

3 Pencatatan Koreksi
Pajak Hotel - LO

Kas di Kasda

XXX

XXX
b) tidak yan8 terJadi pada periode sebelumnya -Laporan Keuangan Belum Diterbitkan y

na^T” Jenis.ini bisa terJadi Pada saat dalam periode sebelumnyanamun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan.
Y

belUm diterbitkan> maka dilakukan denganpembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun

Ilustrasi:

Wtu^^U^8 pegawai lalu karena salab
Jumal:

NO
1

2

JURNAL LRA
Uraian

Pencatatan Semula
Belanja Gaji dan Tunjangan
ASN

Estimasi Perubahan SAL

Debit

XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Pencatatan Semula
Beban Gaji dan Tunjangan
ASN

RK - PPKD

Debit

XXX

Kredit

XXX
Pencatatan Koreksi
Estimasi Perubahan SAL

Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN

XXX
XXX

2 Pencatatan Koreksi
RK - PPKD

beban Gaji dan Tunjangan
ASN

XXX
XXX

* IXISSSSKSSST— -

Ilustrasi :

SIS -Jurnal:
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NO
1

o

JURNAL LRA
Uraian

Pencatatan Semula
Belanja Gaji dan Tunjangan
ASN

Estimasi Perubahan SAL

Debit

XXX

Kredit

XXX

NO
1

JURNAL LO/NERACA_______
Uraian

Pencatatan Semula
Beban Gaji dan Tunjangan
ASN

RK - PPKD

Debit

XXX

Kredit

xxx~
rencatatan Koreksi
Estimasi Perubahan SAL

Pendapatan dan
Pengembalian - LRA

XXX I XXX

2 Pencatatan Koreksi
RK - PPKD

Ekuitas
XXX

XXX

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulanemenU™ ' P a Pe"ode’Periode sebelumnya dan menambah maupunP°S1S1 kas, apabila laporan keuangan periode tersebutsudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitasIlustrasi :

^^8kelebihan transfer oleh WajibHajak Pencatatan atas koreksi dilakukan sebagai berikut:jumai*

2. Kesalahan Berulang
ada‘ah y^g disebabkan sifat

NO
1

2

3

JURNAL LRA
Uraian

Pencatatan Semula
Estimasi Perubahan SAL

Pajak Hotel - LRA

Penyetoran ke Rek. Kasda

Pencatatan Koreksi

Debit

XXX

Kredit

XXX

NO
1

2

o

JURNAL LO/NERACA
Uraian

Pencatatan Semula
Kas di Bendahara Penerimaan

Pajak Hotel - LO
Penyetoran ke Rek. Kasda
RK - PPKD

Kas di Bendahara
Penerimaan

Debit

XXX

XXX

Kredit

XXX

XXX

Estimasi Perubahan SAL
Pendapatan dari
Pengembalian - LRA

XXX
XXX

3 Pencatatan Koreksi
RK - PPKD

Pendapatan dari
Pengembalian - LO

XXX
XXX
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BAB XV
SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM
Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dariseluruh laporan keuangan SKPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satulaporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuanganpemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusunoleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagaiconsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem AkuntansiPemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang(Home Office - Branch Office). SKPKD bertindak sebagai kantor pusatsedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Dasar penyusunan, , - laporan keuangan konsolidasi adalahmenggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPDdengan SKPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiriatas 2 tahap utama, yakm tahap penyusunan kertas keija (worksheet)konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintahdaerah sebagai entitas pelaporan.

B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASIKertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldog ungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudahproses pembuatan laporan keuangan gabungan.

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi ke dalambagian yaitu: 3

M yaitU dengan cara menggabungkan akun -akun LRA (kode 4, 5 dan 6) dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk
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mendapatkan LRA gabungan.
2) menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun- akun

LO (kode 7 dan 8) dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO
gabungan.

3) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun-
akun Neraca (kode 1, 2 dan 3) seluruh SKPD dan SKPKD untuk
mendapatkan Neraca gabungan. Namun khusus untuk penggabungan
Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian
dibuat Neraca Gabungan.

Adapun worksheet untuk LRA, LO dan Neraca adalag sebagai berikut:
a. Worksheet LRA Gabungan

Kode
AKun Name Akun SKPD A SKPD

B
SKPD

Dst SKPKD PEMDA
4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.01 Pajak Daerah
4.1,02 Retribusi Daerah
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan
4 1.04 Lain-Iain PAD yang Sah
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH
4301 Pendapatan Hibah -

4.3.02 Dana Darurat

4.3.03
Lain-Iain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.02 Belanja Baranq dan Jasa
5.1.03 Belanja Bunga
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.05 Belanja Hibah
5.1.06
5.2

Belanja Bantuan Sosial
BELANJA MODAL

5.2.01 Belanja Modal Tanah — —5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan

Irigasi
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnva
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 BELANJA TRANSFÉR
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.02 Belanja Bantuan Keuanqan
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2,01 Pembentukan Dana Cadanqan
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang

yang Jatuh Tempo

b. Worksheet LO Gabungan
Kode
AKun

7
Nama Akun

PENDAPATAN DAERAH-LO
SKPD A SKPD

B
SKPD

Dst SKPKD PEMDA

7.1
7.1.01
7.1.02

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO —
Pajak Daerah-LO
Retribusi Daerah-LO

7.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO

—
7.1.04 Lain-Iain PAD yang Sah-LO
7.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO
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Kode
AKun

7.2.01
7.2.02
7.3

Nama Akun
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

SKPD A SKPD
B

SKPD
Dst SKPKD PEMDA

7.3,01
7.3.02
7.3.03

7.4

Pendapatan Hibah-LO
Dana Darurat-LO
Lam-iam Pendapatan Sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundang-Undangan-LO
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO

— —
7.4.01

7.4.02
7.4.03
7.5
7,5.01

_8
81
8,1.01
8.1.02
8.1.03

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non
Lancar-LO
surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Paniang-LO
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnva-LO
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO
Pendapatan Luar Biasa-LO
BEBAN DAERAH
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga

—

—

—
8 1.04
8.1.05
8.1.06
8 1.07
8.1.08
82
8.2.01
8.2.02
8.3

Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyusutan dan Amortisasi
BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

—

—
8.3.01

A 3 n?

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset NonLancar-LO

8.3.03
8.4
8.4,01

Detisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnva-LO
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa ' —

c. Worksheet Neraca Gabungan
Kode
AKun

J
1.1
1.1.01
1 1 02

Nama Akun
ASEI
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas

SKPD /> SKPD
B

SKPD
Dst SKPKD ELIMINASI PEMDA

1.1.03
1.1.04

1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1,10
1.1.11
1.1.12
1.1,13
1.2
1.2.01

Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi Daerah
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lam-Iain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lamnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Aset UntuR~6ikonsolidasikan
INVESTASI JANGKA PANJANG

— —
—

1.2.02
1.3
1.3.01
1.3.02
1.3.03
1.3.04
1.3.05
1.3.06
1.3 07
1.4
1 4.01
1.5
1.5.01
1.5.02
1.5.03
1.5.04
1.5.05
1.5.06
2
2.1
2.1.01
2.1.02

Investasi Jangka Panjang Permanen
ASET IEIAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Penqerjaan
Akumulasi Penyusutan
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiqa
Aset Tidak Berwuiud
Aset Lain-Iain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwuiud
_Akumulasi Penyusutan Aset Lainnva
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga

—

—
—
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JURNAL ELIMINASI

Kode
AKun Nama Akun SKPD A SKPD

B
SKPD

Dst SKPKD ELIMINASI PEMDA

2.1.03 Utang Pinjaman Jangka Pendek
2.1.04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.05 Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.06 Utang Belanja
2.1.07 Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.01 Utang kepada Pemerintah Pusat
2.2.02 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank

(LKB)

2.2.03 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB)

2.2.04 Utang kepada Masyarakat
3 EKUITAS
3.1 EKUITAS
3.1.01 Ekuitas
3.1.02 Ekuitas SAL
3.1.03 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Jumal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- SKPD yang
merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas
pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir
periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jumal
eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing
akun reciprocal tersebut, baik di SKPD maupun di SKPKD. Sehingga akun
RK-PPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca SKPKD tetap hidup.
Untuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan menjumal RK-PPKD di
Debet dan RK-SKPD di Kredit.

Kode
Rekening Uraian Debit Kredit

XXX RK - PPKD XXX
XXX RK - SKPD XXX

JURNAL PENUTUPAN
Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan SKPKD ketikamenyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat
menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jumal
penutup.

C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporankeuangan tersebut.
1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikaninformasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengananggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dariLRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening4 (Pendapatan - LRA), 5 (Belanja), dan 6 (Pembiayaan) pada worksheetyang telah di gabungkan.
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2. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan
dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat
disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan
perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan
yang ada di LRA.
Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN
1 Saldo Anggaran Lebih Awal
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan
3 "Subtotal (1 - 2). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA)
5 Subtotal (3 + 4)
g Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya
7 Lain-Iain
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+ 6 + 7)

Catalan TA 20X1 TA 20X2

3. Penyusunan Laporan Operasional
Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung
dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun
kode rekening 7 (Pendapatan - LO) dan 8 (Beban).

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas
pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan
menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode
berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan
Operasional.
Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN Catatan TA 20X1 TA 20X2
1 Ekutas Awal
2 Surplus/(Defisit) LO —
3
4

Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/KesalahanMendasar

Koreksi nilai persediaan
5
6

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-Iain

7 Ekuitas Akhir (1 s.d 6)

5. Penyusunan Neraca
Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dariWORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan
mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3(Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk reciprocal RK-SKPD DAN RK-PPKD. Sebagai catatan: Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPDdan SKPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan
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Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL dan proses
offset Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian didalam akun
Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual mumi.

6. Membuat Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang
teijadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan
kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi,
aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.
Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus
Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.

7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam
Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

f. Informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut ini
merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan:

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Keuangan
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN
2.1 Perkembangan Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineija Keuangan
3.3 Faktor pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kineija Anggaran
4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI
5.1 Pendahuluan
5.2 Entitas
5.3 Basis Akuntansi
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BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
6.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
6.2 Penjelasan Laporan Operasional
6.3 Penjelasan Pos-Pos pada Neraca
6.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
6.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
6.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VIII PENUTUP

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA


